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ABSTRAK 
 
Resiko Kredit KPR Pada PT. Bank Pembangunan Daerah JawaBarat Dan 
Banten, Tbk KC Surakarta dan Harga Properti di Soloraya 
 
Sunna Laila Azhari 
F3616057 
 
Penulisan Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh meningkatnya 
permintaan terhadap perumahan rakyat dari tahun ke tahun yang 
menyebabkan harga rumah juga semakin meneingkat setiap tahun. 
Meningkatnya harga rumah ini diikuti dengan tingginya risiko kredit 
perumahan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten, Tbk KC Surakarta. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian terhadap harga properti di Soloraya dan 
Risiko Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten, Tbk KC Surakarta dan strategi yang diterapkan untuk 
menurunkan angka risiko kredit perumahan. Penelitian ini bertujuan 
untuk: (1) mengetahui hubungan antara harga properti dan risiko kredit 
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk KC 
Surakarta. (2) mengetahui strategi yang digunakan PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk KC Surakarta untuk 
menurunkan angka non performing loan nya. Dalam penulisan tugas 
akhir ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek 
penelitian, yakni pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten, Tbk KC Surakarta. Pengumpulan data dilakukan saat kegiatan 
magang berlangsung. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara 
pada consumer manager, staff Account OfficerKredit KPR, serta 
developer perumahan di Soloraya melalui wawancara tersebut penulis 
memperoleh data mengenai angka Non Performing Loan PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk KC Surakarta selama 
3 tahun terakhir. Selain itu penulis menggunakan referensi dari berbagai 
sumber yang relevan terhadap penelitian ini. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa (1) terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 
tingginya harga perumahan dimana harga tersebut tidak berhubungan 
langsung dengan risiko kredit KPR PT. Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat Dan Banten Tbk KC Surakarta; (2) Dalam menurunkan 
risiko kreditnya, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan  
Banten Tbk KC Surakarta menerapkan beberapa teknik penyelamatan 
kredit yang berpengaruh terhadap menurunnya angka NPL pada tahun 
2018. 
 
 
Kata kunci : Kredit Kepemilikan Rumah, Harga properti Soloraya, Bank Bjb 
Cabang Surakarta 
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ABSTRACT 
 
Mortgage Credit Risk At PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and 
Banten Tbk KC Surakarta and Property Prices in Soloraya 
 
Sunna Laila Azhari 
F3616057 
 
This final project triggered by the increasing demand for public housing 
from year to year, which cause house prices are also getting rise every 
year. Rising house prices was followed by the high risk housing loans at 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk KC 
Surakarta. Based on these descriptions, researchers interested in 
conducting research on Soloraya property prices and credit risk at PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk KC Surakarta 
and its strategy is to decrease the number of housing credit risk. This 
study aims to: (1) determine the relationship between property prices 
and credit risk at PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten 
Tbk KC Surakarta. (2) determine the strategy used by PT. Regional 
Development Bank of West Java and Banten Tbk KC Surakarta  to 
reduce the number of its non-performing loan. In this thesis the authors 
observed directly on the object of research, namely PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk KC Surakarta. Data 
collection is done when the apprenticeship lasts. The collection of data 
obtained through interviews on consumer manager, staff Credit 
Mortgage Loan Officer, as well as housing developers in Soloraya 
through the interview, the authors obtained data about the number of 
non-performing loans PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and 
Banten Tbk KC Surakarta during the last 3 years. Moreover, the authors 
use a reference from a variety of sources relevant to this study. These 
results indicate that (1) there are various factors that affect the high price 
of housing in which the price is not directly related to the credit risk of 
mortgage PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk 
KC Surakarta; (2) In the lower the credit risk, PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat and Banten Tbk KC Surakarta apply some credit 
rescue techniques that affect the declining NPL in 2018. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Kebutuhan pokok manusia meliputi sandang, pangan dan papan. 
Manusia membutuhkan makan untuk bertahan hidup, pakaian untuk 
menutup auratnya, serta hunian atau rumah sebagai tempat untuk berteduh 
sehari - hari. Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah merupakan suatu 
bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 
sarana pembinaan untuk keluarga. Yudohusodo dkk. (1991) mengatakan 
rumah merupakan salah satu investasi jangka panjang. Rumah dapat 
menjadi pilihan investasi jangka panjang yang menguntungkan karena 
memiliki nilai investasi tinggi dan memiliki prospek harga yang cenderung 
meningkat setiap tahunnya. Perkembangan industri properti di Indonesia 
dari sisi permintaan, mengalami booming bersamaan dengan 
meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat. Sedangkan dari sisi 
penawaran dana yang tersedia bagi industri properti yang disediakan oleh 
pihak perbankan juga semakin banyak, terutama setelah dikeluarkannya 
paket deregulasi di bidang perbankan (Muryati Marzuki. 2002). 
Kebutuhan masyarakat terhadap perumahan setiap tahun semakin 
meningkat, hal ini didukung oleh semakin banyaknya pembangunan 
perumahan bersubsidi. Didukung juga dengan progam sejuta rumah oleh 
pemerintah menjadikan semakin banyaknya pembangunan perumahan di 
2  
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Indonesia. Di kota Solo sendiri permintaan akan perumahan khususnya 
perumahan bersubsidi terus mengalami peningkatan. 
Grafik 1.1 
Data Realisasi Pembangunan Rumah Bersubsidi di Soloraya 
Tahun 2017 - 2019 
Sumber: Real Estate Indonesia Komisariat Solo 
 
 
 
Anthony Abadi Hendro (ketua REI Soloraya) dalam pernyataannya 
terhadap wartawan tribunsolo.com mengatakan permintaan akan 
kebutuhan papan ini mengalami peningkatan sebesar 20 persen pada 
triwulan I 2019, pada tahun 2018 permintaan rumah bersubsidi di Soloraya 
hanya 5000 unit dengan realisasi pembangunan sebanyak 4500 unit. Pada 
2019 ini Real Estate Indonesia (REI) komisariat Soloraya menargetkan 
adanya pembangunan perumahan bersubsidi sebanyak 6000 unit hunian 
dengan kisaran harga Rp 130 juta. 
Permintaan akan kebutuhan hunian yang semakin meningkat dapat 
berpengaruh pada harga yang ditawarkan pengembang. Harga adalah 
3  
 
 
faktor utama dalam penentuan permintaan pasar. Harga merupakan salah 
satu elemen bauran pemasaran yang dapat berubah dengan cepat pada saat 
yang bersamaan. Eksekutif pemasaran termasuk pengembang perumahan 
disini memiliki masalah utama yang sama dalam menentukan harga. 
Kesalahan pelaku usaha dalam menentukan harga dapat menyebabkan 
timbulnya berbagai konsekuensi, misalnya penentuan harga yang 
melanggar etika dapat berdampak pada tidak disukainya pelaku usaha oleh 
pembeli. Sehingga pelaku usaha harus dapat selektif dalam menentukan 
harga yang diterapkan untuk produk yang dijualnya tersebut. 
Peningkatan permintaan terhadap perumahan juga dapat 
dipengaruhi kondisi keuangan konsumen (pembeli) yang mendorong 
permintaan kredit properti dan mempengaruhi dinamika harga properti itu 
sendiri (Glindro, Shubanij, Szeto, & Zhu, 2011). Pada tahun 2017 terjadi 
penurunan kondisi ekonomi di Indonesia yang salah satunya berdampak 
pada menurunnya permintaan terhadap hunian bersubsidi. Kemudian di 
tahun 2018 mulai terdapat perbaikan ekonomi yang juga berpengaruh 
terhadap meningkatnya permintaan terhadap perumahan bersubsidi. 
(Trijanto. 2018). 
Rifqi Khoirudin (2017) mengatakan dalam penelitiannya bahwa 
Indeks Harga Properti Residential berpengaruh positif terhadap Kredit 
Pemilikan Rumah dimana hasil ini berlawanan dengan hipotesa yang 
mengatakan peningkatan Indeks Harga Properti Residential tidak 
menyurutkan permintaan kredit properti. permintaan kredit properti tidak 
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hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan saja namun juga sebagai 
sarana investasi jangka panjang. Dari data yang diperoleh dari kementerian 
pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik Indonesia (PUPR) 
penyaluran kredit KPR FLPP dalam progam sejuta rumah adalah sebagai 
berikut : 
Grafik 1.2 
Data Realisasi FLPP Tahun 2016 - 2019 
Sumber: ppdpp.id/realisasi 
 
 
Data Realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) tersebut dihimpun dari data tahunan tahun 2016, 2017, 
2018, dan data triwulan I 2019. Berdasarkan data realisasi pembangunan 
perumahan bersubsidi tersebut diketahui tahun 2017 terjadi penurunan 
realisasi pembangunan rumah bersubsidi yang signifikan, dari 58.469 unit 
menjadi 23.763 unit di tahun 2017, kemudian mengalami peningkatan 
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kembali menjadi 57.939 unit dimana angka tersebut masih tergolong lebih 
rendah dari pembangunan tahun 2016 lalu. 
Permintaan terhadap properti perumahan menentukan harga 
properti, kebijakan pemerintah dalam merealisasikan pembangunan sejuta 
rumah bersubsidi juga mendorong masyarakat untuk mengajukan 
pembiayaan properti kepada perbankan. Meningkatnya jumlah nasabah 
yang mengajukan pembiayaan pada perbankan juga dapat berdampak pada 
tingkat resiko kreditnya, seperti pada kasus PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Faqihani Arbitama dalam 
penelitiannya Analisis Kebijakan Bank Indonesia Tentang Penerapan 
Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Pemberian Kredit 
Pemilikan Rumah mengatakan bahwa tingginya pertumbuhan Kredit 
Pemilikan Rumah dapat mendorong meningkatnya harga asset properti 
yang tidak mencerminkan harga yang sebenarnya (bubble), Sehingga dapat 
meningkatkan risiko kredit bagi bank dengan eksposur kredit yang lebih 
besar. Bank Bjb Surakarta memiliki beberapa produk kredit yang 
ditawarkan antara lain; kredit komersial, mikro, BPR, dan beberapa kredit 
konsumer. diantara beberapa produk Bank Bjb Surakarta tersebut, kredit 
konsumer dan kredit mikro memiliki tingkat risiko kredit yang cukup 
tinggi dibanding kredit - kredit lainnya, berikut adalah grafik risiko kredit 
Bank Bjb Surakarta dilihat dari tingkat Non Performing Loan-nya : 
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Grafik 1.3 
Data Tingkat NPL Bank BJB Surakarta 
Sumber: NPL Bank Bjb Surakarta 
 
 
 
Diantara beberapa produk konsumer Bank Bjb Surakarta, kredit 
KPR memiliki tingkat Non Performing Loan yang cukup tinggi dari tahun 
2016 - 2018. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan angka NPL pada KPR 
Bank Bjb Surakarta dari 9,30% menjadi 13,46% di 2017 dan kembali 
menurun 9,69% pada tahun 2018. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan peninjauan 
terhadap Resiko kredit KPR pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten KC Surakarta berdasarkan perkembangan harga properti 
di Soloraya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Resiko Kredit 
KPR Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk 
KC Surakarta dan Harga Properti di Soloraya”. 
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B. Perumusan Masalah 
 
Dari uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa 
rumusan masalah diantaranya sebagai berikut : 
1. Bagaimana hubungan antara harga properti dengan risiko kredit 
pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten, Tbk KC Surakarta ? 
2. Bagaimana strategi yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Surakarta untuk mengelola risiko 
kredit pemilikan rumah (KPR) ? 
C. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
tujuan peninjauan ini adalah sebagai berikut 
1. Untuk mengetahui hubungan antara harga properti dengan risiko kredit 
pemilikan rumah (KPR) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten Tbk KC Surakarta. 
2. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk KC Surakarta dalam mengelola 
risiko kredit pemilikan rumah (KPR). 
D. Manfaat Penelitian 
 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Bagi Bank 
 
Manfaat bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 
Tbk KC Surakarta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 
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kedepanya untuk meminimalisir Resiko kredit bermasalah khususnya 
pada kredit pemilikan rumah (KPR), dengan mengetahui pemetaan 
harga properti di Soloraya. 
2. Bagi Penulis 
 
Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan di dunia perbankan 
khususnya pada kredit bermasalah. Selain itu, mendapat pengalaman 
mengenai pengetahuan terkait penyaluran kredit dan penanganan kredit 
bermasalah dan pengaruhnya terhadap harga suatu properti. 
3. Bagi Pembaca 
 
Hasil pembahasan dapat digunakan sebagai wawasan, pertimbangan 
dalam membeli properti hunian dan salah satu sarana meningkatkan 
pemahaman bagi pembaca terkait dengan penanganan kredit 
bermasalah khususnya pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 
Serta referensi selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penelitian 
yang lebih luas. 
E. Metode Penelitian 
 
Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun tugas akhir 
ini adalah: 
1. Objek penelitian 
 
Obyek yang diambil pada penelitian ini adalah kantor PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KC Surakarta yang 
beralamat di jalan brigjend Slamet Riyadi No 135 – 137, Kemlayan, 
Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57151. Obyek penelitian ini 
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dipilih dengan pertimbangan bahwa penulis adalah mahasiswa diploma 
3 keuangan dan perbankan yang membahas tentang lembaga keuangan 
bank. Selain itu penulis juga melakukan kegiatan magang kerja di PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KC Surakarta 
selama 1 bulan. 
2. Jenis dan sumber data 
 
a. Data Primer 
 
Pada penelitian ini data yang diperoleh penulis berasal dari PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang 
Surakarta. Data primer diperoleh penulis melalui  proses 
wawancara secara langsung dengan manajer konsumer PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KC Surakarta. 
b. Data Sekunder 
 
Data sekunder diperoleh dari literatur, buku peraturan, undang - 
undang, artikel, media masa, bahan yang terdapat di internet, hasil 
penelitian yang berbentuk laporan, karya ilmiah dan sumber lain 
yang relevan dengan penulisan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
 
a. Observasi 
 
Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis melakukan observasi 
langsung di tempat perusahaan yang diamati yaitu di PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KC Surakarta. 
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b. Wawancara 
 
Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis memperoleh data 
melalui wawancara secara langsung dengan manajer konsumer 
pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk 
KC Surakarta. 
c. Studi Pustaka/Dokumen. 
 
Studi pustaka berasal dari bahan tertulis berupa buku, jurnal yang 
relevan dengan topik yang hendak diteliti. 
4. Teknik Pembahasan 
 
Teknik pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif, yaitu megacu pada perubahan dari data data mentah 
ke dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan. 
(Wibisono, 2005). 
11  
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Bank 
 
1. Pengertian Bank 
 
Bank menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah “Badan usaha yang 
berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk – bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
masyarakat” (Kasmir 2014:24). 
Menurut Stuart (2008) mendefinisikan bank sebagai badan usaha 
berwujud memberi kepuasan terhadap keperluan keperluan orang lain 
dengan memberikan kredit dalam wujud uang yang ia terima dari 
orang lain walaupun dengan cara mengeluarkan uang kertas baru atau 
logam. 
Dari dua pengertian bank diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
bank adalah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan yang 
memiliki fungsi yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, 
deposito dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian disalurkan 
kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. 
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2. Fungsi Bank 
 
Di dunia perbankan, fungsi perbankan dibagi menjadi dua, yaitu 
fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum adalah sebagai berikut : 
a. Fungsi Umum : 
 
1) Penghimpun Dana. 
 
2) Menyalurkan Dana. 
 
3) Pelayanan Jasa Keuangan. 
 
b. Fungsi Khusus : 
 
1) Agent of Trust 
 
Agent of Trust adalah suatu lembaga yang memiliki 
landasan asas kepercayaan. Kepercayaan merupakan dasar 
utama dalam suatu kegiatan perbankan, baik dalam 
menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam 
penyaluran dana ke masyarakat. Dalam fungsi ini bank 
harus dibangun dengan rasa kepercayaan dari nasabah yang 
bergerak ke dua arah, yaitu dari dan ke masyarakat agar 
kegiatan bank dapat berjalan dengan lancer. 
2) Agent of Development 
 
Agent of Development adalah suatu lembaga yang 
melakukan mobilisasi dana dalam rangka untuk mendorong 
pembangunan ekonomi di suatu negara. penghimpunan 
maupun penyaluran dana oleh pihak bank sangat 
diperlakukan demi lancarnya kegiatan perekonomian di 
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sektor riil. Penghimpunan dana serta penyaluran dana oleh 
bank telah memudahkan masyarakat untuk berinvestasi, 
melakukan kegiatan distribusi, dan lain sebagainya. 
Investasi, distribusi, maupun kegiatan konsumsi oleh 
masyarakat tersebut dilakukan untuk membangun tatanan 
perekonomian rkyat Indonesia kea rah yang lebih baik lagi. 
3) Agent of Services 
 
Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai Agent of 
Services. Dimana bank sebagai lembaga keuanan yang 
menyediakan jasa keuangan berfungsi untuk memberikan 
pelayanan dalam bentuk transaksi keuangan seperti : 
pengiriman uang (transfer), inkaso, penagihan surat 
berharga (collection), cek wisata, kartu debit, kredit, 
transaksi tunai, BI – RTGS, SKN – BI, ATM, e – banking, 
dan pelayanan keuangan lainnya. 
3. Jenis Bank 
 
a. Berdasarkan fungsinya, perbankan di Indonesia terbagi menjadi 
beberapa jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
(Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998) : 
1) Bank Umum 
 
Bank umum merupakan lembaga keuangan bank yang 
melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 
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dimana bank tidak hanya melakukan penghimpunan dan 
penyaluran dana dari maupun kepada masyarakat, namun 
juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa 
yang diberikan bank bersifat umum, yaitu dapat 
memberikan seluruh layanan jasa perbankan yang ada tanpa 
dibeda - bedakan. Begitu pula dengan wilayah operasinya, 
wilayah operasional perbankan berada di seluruh wilayah di 
Indonesia. Bank Umum juga sering disebut sebagai bank 
komersial (Commercial Bank). 
2) Bank Pengkreditan Rakyat ( BPR ) 
 
Bank Pengkreditan Rakyat atau sering dikenal senagai BPR 
adalah lembaga keuangan bank yang kegiatan usahanya 
dilakukan secara konvensional atau dengan berdasarkan 
prinsip - prinsip syariah dan dalam kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sehingga 
dapat diartikan bahwa kegiatan usaha BPR relatif lebih 
sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum. 
b. Berdasarkan kepemilikannya, perbankan di Indonesia 
dikelompokkan menjadi 5, yaitu sebagai berikut : 
1) Bank milik pemerintah 
 
Bank Milik pemerintah adalah bank yang kepemilikan 
sahamnya seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh 
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pemerintah. Bank Milik Pemerintah diantaranya sebagai 
berikut : 
- Bank Mandiri ( BNI ) 
 
- Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) 
 
- Bank Tabungan Negara ( BTN ) 
 
2) Bank milik swasta nasional 
 
Bank swasta nasional merupakan lembaga keuangan bank 
yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh swasta 
nasional. Sehingga pembagian keuntungannya dibagi untuk 
keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional 
antara lain : 
- Bank Bumi Artha 
 
- Bank Mega 
 
- Bank Mayapada 
 
- Bank MNC 
 
3) Bank milik asing 
 
Bank Milik Asing adalah lembaga keuangan bank yang 
merupakan cabang daripada bank luar negeri, baik bank 
milik swasta asing maupun bank milik pemerintah asing, 
dimana kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing. Contoh 
bank asing antara lain : 
- HSBC 
 
- Citybank N.A 
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- Standard Chartered 
 
4) Bank milik campuran 
 
Bank milik campuran adalah bank yang dimana modalnya 
sebagian dimiliki oleh pihak asing dan sebagian yang lain 
dimiliki pihak swasta nasional. Kepemilikan saham pada 
bank ini mayoritas dimiliki oleh warga Negara Indonesia. 
Contoh bank campuran antara lain : 
- Commonwealth 
 
- ANZ Indonesia 
 
- Woori Indonesia 
 
c. Berdasarkan status : 
 
1) Bank devisa 
 
Bank devisa merupakan lembaga keuangan bank yang 
memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan  usaha 
dalam valuta asing atau yang berhubungan dengan mata 
uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar 
negeri, inkaso ke luar negeri, travelers cheque, pembukaan 
dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. 
Bank yang dapat melakukan kegiatan tersebut adalah 
lembaga bank yang telah memiliki surat penunjukan oleh 
Bank Indonesia. 
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2) Bank non devisa 
 
Bank non Devisa merupakan lembaga keuangan bank yang 
tidak memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan usaha 
yang berhubungan dengan mata uang asing secara 
keseluruhan. Sehingga keguatan usaha bank non devisa 
terbatas pada lingkup daerah atau nasional saja.. 
d. Berdasarkan prinsipnya : 
 
1) Bank konvensional 
 
Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
dengan prinsip konvensional, dimana perolehan 
keuntungannya didasarkan pada dua metode yaitu : 
- Suku bunga sebagai penetapan harga, 
 
- Menggunakan system fee based income. 
 
2) Bank syariah 
 
Bank yang dalam menjalankan usahanya didasarkan pada 
prinsip syariah, yaitu Al - Quran dan Al - Hadist. Penetapan 
keuntungan pada Bank Syariah tidak didasarkan pada 
sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil antara 
pihak bank dengan nasabahnya. 
4. Bank Pembangunan Daerah 
 
Bank milik pemerintah dibagi lagi menjadi bank milik pemerintah 
daerah, dimana bank milik pemerintah daerah terletak pada wilayah 
tingkat I dan II di masing - masing provinsi. Bank milik pemerintah 
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daerah merupakan lembaga keuangan bank dimana sebagian atau 
seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Bank Milik 
Pemerintah Daerah disebut juga Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
dimana ketentuannya diatur dalam Undang - Undang Nomor 13  
Tahun 1962 tentang asas dan ketentuan Bank Pembangunan Daerah. 
Contoh Bank Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 
- BPD Jawa Barat dan Banten 
 
- BPD DKI Jakarta 
 
- BPD Jawa Tengah, dan sebagainya. 
 
B. Kredit 
 
1. Pengertian Kredit 
 
Kredit berasal dari Bahasa Yunani yaitu Credere yang berarti 
kepercayaan. Kepercayaan yang berasal dari dua sisi, yaitu dari pihak 
nasabah juga pihak bank. Dari pihak nasabah memiliki kepercayaan 
terhadap bank untuk menitipkan sejumlah dananya kepada bank untuk 
dikelola dengan baik berdasarkan prinsip - prinsip perbankan, 
sedangkan kepercayaan dari pihak perbankan berarti bank telah 
mempercayakan dana yang telah diberikan oleh pihak kepada nasabah 
dalam bentuk pinjaman dimana dana tersebut akan dikembalikan 
debitur kepada bank selaku kreditur pada waktu yang telah ditentukan. 
Bymont P. Kent (1990:15) mengatakan kredit merupakan 
kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan pada waktu yang 
19  
 
 
telah ditentukan atau pada waktu yang akan datang atas penyerahan 
barang - barang dimasa sekarang. 
Undang – undang perbankan Nomor 10, 1998 mengatakan bahwa 
kredit adalah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara dua belah pihak, yaitu bank dan debitur 
dimana debitur memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya setalah 
jangka waktu tertentu dan dengan pemberian bunga (Kasmir. 2007; 
73). 
Dari uraian pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kredit adalah perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak 
atau lebih dimana salah satu pihak memberi atau menyediakan 
sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada pihak yang lain berdasarkan 
asas kepercayaan bahwa pihak peminjam akan mengembalikan 
sejumlah uang yang telah dipinjam dengan jangka waktu yang telah 
disepakati bersama. 
2. Jenis – Jenis Kredit 
 
a. Berdasarkan Tujuannya 
 
1) Kredit Konsumtif 
 
Adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan 
konsumtif nasabah. Kredit konsumtif biasanya digunakan 
sebagai pemenuhan keinginan nasabah untuk membeli suatu 
barang dan atau jasa yang diinginkannya. Misalnya : 
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mengajukan kredit (pembiayaan) untuk membeli mobil 
dengan tujuan untuk kepentingan pribadi 
2) Kredit Produktif 
 
Adalah kredit yang ditujukan untuk membiayaai barang dan 
atau jasa yang dapat menghasilkan pemasukan. Kredit 
produktif biasanya digunakan untuk keperluan investasi 
maupun untuk peningkatan usaha produksi. Misalnya : 
mengajukan pembiayaan untuk membeli sebuah mobil yang 
nantinya akan digunakan untuk ojek online. 
3) Kredit Perdagangan 
 
Adalah kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk 
nasabah yang usahanya bergerak dibidang perdagangan dan 
jasa. Kredit jenis ini biasanya digunakan untuk membeli 
keperluan barang - barang untuk kemudian dijual kembali, 
misalnya : kredit ekspor dan impor. 
b. Berdasarkan Jangka Waktunya 
 
1) Kredit Jangka Pendek 
 
Adalah kredit atau pembiayaan yang memiliki batas waktu 
pembiayaan paling lama satu tahun. Kredit jangka pendek 
dapat berbentuk : 
a) Rekening Koran, yaitu pinjaman yang diberikan kepada 
debitur dengan batas pinjaman (plafon kredit) tertentu. 
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b) Penjualan, yaitu pinjaman yang diberikan penjual 
kepada pembeli dimana barang yang dijual kepada 
pembeli diberikan kepada pembeli diawal kemudian 
penjual menerima pembayaran dari pembeli secara 
bertahap. 
c) Pembeli, yaitu kredit atau pinjaman yang diperoleh 
penjual dari pihak yang ditunjuk pembeli untuk 
membayar kewajibannya. Kredit ini  biasanya 
digunakan oleh eksportir dan importir, dimana eksportir 
memperoleh pembayaran dari pihak bank yang ditunjuk 
importir untuk membayarkan tagihannya terlebih 
dahulu kepada pihak eksportir. 
d) Kredit Wesel, yaitu kredit yang terjadi apabila suatu 
perusahaan mengeluarkan surat pengakuan hutang yang 
berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, 
dan setelah ditandatangani surat wesel dapat dijual atau 
diuangkan kepada bank. 
2) Kredit Jangka Menengah, adalah pinjaman dimana jangka 
waktu pelunasannya adalah 1 sampai dengan 3 tahun. 
3) Kredit Jangka Panjang, adalah pinjaman dimana jangka 
waktu pelunasannya adalah 3 tahun atau lebih. Kredit 
Jangka Panjang misalnya kredit investasi, dimana kredit 
22  
 
 
investasi bertujuan menambah modal perusahaan dengan 
tujuan untuk melakukan rehabilitasi, perluasan, dan 
pendirian proyek tertentu. 
c. Berdasarkan Jaminannya 
 
1) Kredit dengan jaminan 
 
Kredit yang diberikan bank kepada debitur dengan suatu 
agunan atau jaminan, agunan yang dijaminkan dapat berupa 
barang berwujud maupun barang yang tak berwujud atau 
jaminan orang. Dimana setiap kredit yang diberikan akan 
dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh si calon debitur. 
2) Kredit tanpa jaminan 
 
Merupakan kredit yang diberikan bank kepada debitur tanpa 
menggunakan agunan yang diberikan kepada bank. Penilaian 
yang dilakukan pada kredit tanpan jaminan ini berdasarkan 
pada karakter calon nasabah dan prospek usaha yang dimiliki 
serta loyalitas calon debitur. 
d. Berdasarkan Penggunaannya 
 
1) Kredit Modal Kerja 
 
Merupakan kredit atau pinjaman yang diberikan oleh pihak 
bank kepada debitur dengan jangka waktu pelunasan yang 
relatif pendek dan diperuntukan pada pembiayaan kebutuhan 
modal kerja perusahaan. Contoh: pengajuan kredit untuk 
perluasan usaha. 
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2) Kredit Investasi 
 
Merupakan kredit yang diberikan pihak bank kepada debitur 
dengan tujuan untuk keperluan investasi atau penanaman  
modal perusahaan, kredit investasi biasanya memeiliki jangka 
waktu yang relatif lebih panjang dibanding kredit modal kreja 
3. Tujuan Kredit 
 
Dalam melakukan pembiayaan kepada debitur, bank 
mengharapkan adanya suatu imbal balik yang diterima dari debitur  
atas pinjaman yang diberikan. Tujuan daripada pembiayaan kredit 
tersebut tidak hanya memperoleh keuntungan semata, namun kredit 
(pinjaman) disalurkan oleh perbankan bertujuan untuk mencapai 
masyarakat yang adil dan makmur sesuai pada Pancasila. 
Dengan demikian, tujuan perkreditan diuraikan sebagai berikut : 
 
a. Membantu pemerintah dalam melakukan pemerataan ekonomi dan 
pembangunan, 
b. Melaksanakan tugas dan fungsi perbankan dimana bank berfungsi 
untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, 
serta memperoleh keuntungan sehingga perbankan dapat terus 
berkembang.. 
4. Manfaat Kredit 
 
a. Ditinjau dari kepentingan perbankan, Manfaat pembiayaan atau 
kredit adalah sebagai berikut : 
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1) Bank memperoleh keuntungan berdasarkan tingkat bunga yang 
diterapkan kepada debitur. 
2) Dengan adanya tingkat suku bunga kredit tersebut diharapkan 
rentabilitas bank akan membaik sehingga mampu 
meningkatkan perolehan laba perusahaan. 
3) Adanya pemberian kredit turut serta membantu dalam 
memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. 
4) Adanya penyaluran kredit digunakan untuk mempertahankan 
dan menggembangkan usaha bank selain untuk penghimpunan 
dana dari masyarakat. 
b. Berdasarkan kepentingan pemerintah, pembiayaan atau kredit 
bermanfaat untuk : 
1) Perkreditan dipergunakan untuk mendorong meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
2) Perkreditan digunakan sebagai alat pengendali dalam kegiatan 
moneter, 
3) Pembiayaan sebagai alat untuk menciptakan lapangan kerja 
yang baru, 
4) Perkreditan digunakan sebagai alat pemerataan pendapatan 
masyarakat, serta 
5) Perkreditan digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan 
negara 
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c. Berdasarkan kepentingan masyarakat manfaat perkreditan 
diuraikan sebagai berikut : 
1) Sebagai alat peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, 
 
2) Sebagai alat untuk meningkatkan pemerataan pendapatan di 
masyarakat. 
3) Membantu permodalan dalam mengembangkan usaha. 
 
5. Unsur-unsur kredit 
 
Dalam pemberian pinjaman atau kredit kepada nasabah, baik pihak 
bank maupun nasabah (debitur) harus memperhatikan unsur - unsur 
perkreditan sebagai berikut : 
a. Kepercayaan, sesuai dalam prinsip perkreditan yang tertuang  
dalam perundang - undangan dalam proses perkreditan harus 
terdapat rasa saling percaya antara kreditur dan debitur. Debitur 
ketika menyerahkan agunannya kepada bank harus berlandaskan 
kepercayaan bahwa agunan yang dijaminkannya kepada bank akan 
tetap utuh dan dapat kembali lagi kepadanya ketika ia telah 
melunasi kewajibannya terhadap bank. Begitu juga sebaliknya, 
bank dalam memberikan dananya kepada debitur juga harus 
dilandaskan rasa saling percaya bahwa dana yang telah 
diberikannya akan diterima kembali pada waktu yang telah 
ditentukan. 
b. Waktu, yaitu dalam proses perkreditan terdapat selang waktu 
antara pemberian kredit sampai dengan pelunasan berdasarkan 
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kesepakataan yang telah disepakati bersama antara debitur dan 
kreditur. 
c. Degree of risk, yaitu besaran risiko yang terkandung selama proses 
pemberian kredit sampai pada pelunasannya. 
d. Prestasi atau objek kredit adalah uang maupun barang atau jasa 
yang diberikan kreditur kepada debitur 
6. Prinsip - prinsip Perkreditan 
 
Menurut Kasmir (2002) terdapat beberapa prinsip perkreditan yang 
digunakan untuk melaksanakan kegiatan perkreditan yang sehat Dalam 
pembiayaan kredit, yaitu sebagai berikut : 
a. Character 
 
Dalam memberikan pembiayaan kepada debitur, hal pertama yang 
dinilai oleh pihak bank adalah karakter daripada nasabah debitur 
itu sendiri. Karakter merupakan sifat atau watak yang dimiliki oleh 
masing - masing individu antara satu sama lain. Setiap individu 
memiliki sifat yang berbeda beda antara satu dengan yang lainnya. 
Debitur yang memiliki karakter positif, bertanggung jawab, serta 
dapat dipercaya akan relatif lebih mudah untuk diberikan 
pembiayaan oleh bank dibanding dengan debitur yang memiliki 
karakter kurang bertanggung jawab, kurang baik dalam berperilaku 
dalam kehidupan sehari - hari akan lebih sulit diberikan pinjaman 
oleh pihak bank. Penilaian character daripada calon debitur 
ditujukan agar bank selaku pemberi dana mengetahui watak atau 
27  
 
 
sifat calon debitur sehingga bank dapat menilai apakah calon 
debitur layak untuk diberikan kredit atau tidak. 
b. Capacity 
 
Capacity yaitu penilaian kepada calon debitur oleh pihak bank 
(kreditur) mengenai kemampuan debitur dalam melunasi 
kewajibannya terhadap pihak bank atas usaha yang dilakukan 
debitur. 
c. Capital 
 
Capital merupakan sejumlah dana (modal) yang dimiliki debitur 
ketika mengajukan pinjaman kepada bank. Semakin banyak modal 
yang dimiliki debitur maka semakin dipercaya ia oleh kreditur 
untuk menerima kredit (pinjaman) dengan harapan bahwa pihak 
debitur akan mampu mengembalikan sejumlah dana yang 
dipinjamkan kreditur kepadanya. 
d. Collateral 
 
Collateral merupakan agunan atau barang yang dijaminankan 
pihak debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas kredit yang 
diterima pihak debitur. Manfaat collateral bagi pihak kreditur 
(bank) yaitu sebagai alat pengamanan jika usaha yang dibiayai 
kreditur tersebut sewaktu – waktu mengalami kendala yang 
menyebabkan debitur mengalami gagal bayar terhadap 
kewajibannya yang telah diberikan kreditur kepadanya. 
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e. Condition of Economy 
 
Condition of Economy merupakan situasi dan kondisi ekonomi 
maupun keuangan daripada pihak debitur ketika mengajukan 
pembiayaan kepada kreditur, dalam hal ini pihak bank. Apakah 
ketika mengajukan kredit atau pinjaman kepada pihak bank kondisi 
keuangan debitur sedang kurang baik atau tidak, apakah laporan 
keuangan perusahaan yang diajukan untuk dibiayai baik atau tidak, 
dan lain - lain yang dapat berpengaruh terhadap kondisi kelancaran 
usaha debitur. 
f. Constraint 
 
Constraint merupakan suatu batasan, atau hambatan yang dialami 
calon debitur yang dimana hal tersebut menyebabkan calon debitur 
tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. 
7. Penggolongan Kolektibilitas Kredit 
 
Kolektibilitas kredit merupakan pengelompokan atas suatu keadaan 
yang dialami debitur dimana pembayaran pokok atau bunga pinjaman 
mengalami keterlambatan. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank 
Indonesia (BI) tanggal 27 Februari 1998 No. 32/268/KEP/DIR, 
Penggolongan kolektibilitas kredit dikelompokkan menjadi 4 golongan 
diantaranya sebagai berikut : 
a. Kredit lancar 
 
Kredit lancar merupakan pinjaman yang dibayarkan oleh debitur 
secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo waktu pembayaran, 
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baik pinjaman pokok maupun bunga pinjamannya. Dalam hal ini 
debitur memiliki mutasi rekening yang baik serta tidak pernah 
mengalami keterlambatan dalam pembayaran pinjamannya 
sebagaimana yang telah disepakati bersama. kesepakatan yang 
disepakati bersama. Kriteria kredit lancar adalah sebagai berikut : 
1) Angsuran pokok dan bunga pinjaman yang dibayarkan tepat 
waktu atau sebelum jatuh tempo waktu pembayaran, 
2) Memiliki perkembangan rekening yang baik, 
 
3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai. 
 
b. Kredit kurang lancar 
 
Nasabah yang tergolong dalam Kolektibilitas ini merupakan 
nasabah debitur yang dalam pembayaran pinjaman pokok atau 
pembayaran bunganya terdapat keterlambatan pembayaran yaitu 
melebihi batas jatuh tempo pembayaran atau sekurang - kurangnya 
90 hari sejak jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati. Kredit 
kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut : 
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah 
melampaui sekurang - kurangnya 90 hari setelah jatuh tempo 
pembayaran, 
2) Memiliki frekuensi mutasi yang relatif rendah, 
 
3) Terjadi pelanggaran kontrak oleh debitur selama lebih dari 90 
hari dari kesepakatan yang telah disepakati bersama, 
4) Terjadi kendala keuangan yang dialami debitur, 
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5) Kurang lengkapnya dokumentasi pinjaman oleh debitur. 
 
c. Kredit diragukan 
 
Merupakan nasabah debitur yang dalam mengembalikan pokok 
pinjaman dan pembayaran bunganya mengalami keterlambatan 
yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang 
disepakati. Ciri - ciri kredit diragukan adalah sebagai berikut : 
1) Terjadi keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan atau 
bunga pinjaman melampaui 180 hari sejak jatuh tempo 
pembayaran, 
2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari, 
 
3) Terjadi kapitalisasi bunga, 
 
4) Lemahnya dokumentasi hukum dalam pengikatan agunan 
maupun perjanjian kreditnya. 
d. Kredit macet 
 
Nasabah debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran baik 
pembayaran pokok pinjaman maupun pembayaran bunganya yang 
melampaui 270 hari sejak jatuh tempo pembayaran pinjaman. Ciri - 
ciri kredit macet adalah sebagai berikut : 
1) Debitur mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok 
maupun bunga yang telah melampaui 270 hari. 
2) Terdapat kerugian operasional oleh kreditur 
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3) Agunan yang dijaminkan debitur tidak dapat dicairkan pada 
nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi 
pasar. 
8. Pelayanan kredit 
 
Setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan mengenai 
pembiayaan dimana aturan atau kebijakan tersebut dipergunakan 
sebagai pedoman dalam pengajuan kredit sehari – hari. Dalam 
pelaksanaan permohonan pengajuan pinjaman oleh debitur dan 
pengelolaan kreditnya, bank wajib mematuhi kebijaksanaan 
perkreditan yang telah dibuat secara konsisten. Hal ini dimaksudkan 
agar biaya yang telah dikeluarkan kreditur dapat dibayarkan kembali 
oleh debitur berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. 
Agar dalam pemberian sampai dengan pelunasan kredit dapat berjalan 
sesuai harapan, maka pihak bank melakukan pelayanan kredit sebagai 
berikut (Mudrajad dan Suhardjono, 2002 : 245) : 
a. Prinsip Kehati – Hatian dalam Perkreditan 
 
Dalam proses pengajuan kredit harus selalu dilaksanakan 
berdasarkan prinsip kehati – hatian. Prinsip kehati – hatian tersebut 
tercermin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara dan 
prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas 
pejabat perkreditan. 
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b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan 
 
Dalam proses perkreditan perlu dibentuk perangkat 
organisasi perkreditan untuk memperjelas jobdesk serta tanggung 
jawab dari masing - masing pejabat kredit, sehingga ketika terdapat 
masalah dalam perkreditan dapat dengan mudah dalam meminta 
pertanggungjawaban. 
c. Kebijaksanaan Persetujuan Pengajuan kredit 
 
Sebelum kredit disetujui, perkreditan melalui proses 
analisis kredit, rekomendasi kredit, sampai pada proses pencairan 
kredit. Dimana pada setiap proses tersebut dilakukan oleh masing - 
maisng pejabat kredit, yaitu analis kredit, pejabat perekomendasi 
kredit serta pemutus kredit yang memberikan putusan atas kredit 
yang akan dicairkan. 
d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit 
 
1) Dokumentasi kredit 
 
Dokumentasi kredit merupakan dokumen atau surat - surat 
yang digunakan pada proses perkreditan mulai pada pengajuan 
hingga pada pencairan kredit. Dokumentasi kredit merupakan 
persyaratan kredit yang digunakan sebagai bukti perjanjian, 
dan pengikatan jaminan yang mengandung ikatan hukum 
antara pelaku kredit. 
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2) Administrasi Kredit 
 
Administrasi kredit adalah instrument kredit yang dapat 
memperjelas pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan serta 
kebijakan dalam penerapan proses perkreditan (Widiyono. 
2009). Output dari pada proses administrasi kredit ini berupa 
sistem informasi terkait manfaat dalam pelaksanaan fungsi 
menejemen perbankan. 
3) Pengawasan Kredit 
 
Dalam proses penyaluran kredit kepada masyarakat, bank 
sebagai pihak kreditur perlu melakukan pengawasan terhadap 
kredit yang telah disalurkan kepada debitur. Hal ini ditujukan 
untuk mengantisipasi apabila sewaktu – waktu debitur 
mengalami kendala dalam proses pelunasan kewajibannya. 
Kelalaian atau ketidak maksimalan dalam melakukan 
pengawasan kredit dapat berakibat pada timbulnya kredit 
bermasalah. Pengawasan kredit merupakan upaya preventif 
untuk menjaga kredit yang disalurkan. 
a) Pengawasan Kredit 
 
Pengawasan Kredit merupakan kegiatan monitoring 
yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur selama 
proses pembiayaan berlangsung. Pengawasan kredit 
bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagaan 
dan pengawasan kredit sebagai aset/ kekayaan bank 
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telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul 
resiko - resiko kredit yang diakibatkan penyimpangan 
baik oleh debitur maupun oleh internal bank. 
Selanjutnya pengawasan kredit dilakukan dengan cara 
menerapkan prinsip pengawasan berganda dan 
pengawasan melekat pada setiap proses pengajuan 
kredit yang mengandung kerawanan terhadap 
penyalahgunaan dan atau pejabat yang dapat 
menimbulkan kerugian keuangan terhadap bank. 
b) Pembinaan Kredit 
 
Pembinaan kredit adalah upaya pembinaan yang 
berkesinambungan dan dilakukan pejabat kredit yang 
berwenang terhadap fasilitas kredit yang menyangkut 
penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan 
kredit maupun perlindungan kepentingan bank, baik 
yang dilakukan secara administrative maupun di 
lapangan. Tujuan dilakukan pembinaan kredit adalah 
untuk menjaga agar pelaksanaan pencairan  kredit 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, penggunaan 
kredit sesuai dengan rencana atau tujuan kredit, surplus 
dari cash flow nasabah benar – benar dipergunakan 
untuk membayar kembali kreditnya, dan untuk 
mengikuti perkembangan usaha nasabah dan 
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membantu memecahkan masalahnya serta untuk 
mengamankan agunan kredit sehingga dapat 
menghindarkan terjadinya penurunan nilai. 
C. Harga 
 
1. Pengertian Harga 
 
Dalam Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang 
Benar, harga adalah nilai yang dihasilkan dari barang atau jasa yang 
diukur berdasarkan sejumlah uang yang dikeluarkan pembeli untuk 
mendapatkan suatu barang dan atau jasa. 
William J. Stanton (2002) mendefinisikan harga sebagai sejumlah 
uang yang dapat ditambah dengan beberapa barang yang diperlukan 
untuk memperoleh suatu produk dan atau pelayanan yang diinginkan. 
Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran dimana 
penetapan harga dapat berpengaruh terhadap total biaya yang 
dikeluarkan dan pendapatan total. Kesalahan dalam menentukan harga 
dapat berdampak pada permintaan pasar yang berpengaru pada 
pendapatan serta laba yang dihasilkan suattu perusahaan. 
2. Penetapan Harga 
 
Penetapan harga terhadap suatu produk baik barang maupun jasa 
oleh perusahaan menurut Menurut Machfoedz, (2005) dipengaruhi 
oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang 
mempengaruhi penetapan harga meliputi tujuan pemasaran, strategi 
bauran pemasaran, biaya yang dikeluarkan, juga metode penetapan 
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harga. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan 
harga adalah sifat pasar permintaan, persaingan, serta elemen 
lingkungan lain. 
Penetapan harga terhadap suatu barang atau jasa dilakukan dengan 
beberapa pendekatan. Kotler dan Armstrong (2003) menjelaskan 
pendekatan yang digunakan dalam penentuan harga tersebut sebagai 
berikut : 
a. Penetapan harga berdasarkan biaya, pada pendekatan ini 
metode yang digunakan adalah dengan cara menambah 
bagian laba (markup) standar kedalam biaya produk. 
b. Penetapan harga berdasarkan nilai, pada pendekatan ini 
metode yang digunakan untuk menetapkan suatu harga 
adalah dengan berdasarkan persepsi pembeli mengenai 
nilai, dan bukan pada biaya yang ditanggung penjual. 
c. Penetapan harga berdasarkan persaingan, yaitu penetapan 
harga yang didasarkan pada harga yang ditetapkan oleh 
pesaing untuk produk yang sama. 
Adanya penetapan harga ini bertujuan untuk : 
 
a. Mencapai penghasilan atas investasi. Dalam hal ini penetapan 
harga biasanya didasarkan atas presentase atas keuntungan dari 
investasi yang telah ditetapkan dan untuk mencapainya 
diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang 
dihasilkannya. 
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b. Kestabilan harga. Dalam hal ini penetapan harga dilakukan 
untuk mempertahankan serta meningkatkan usahanya dalam 
pasar persaingan. Apabila barang dan atau jasa memiliki 
kestabilan harga maka perusahaan akan dapat meningkatkan 
usahanya. 
c. Untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat, produsen 
harus mampu menetapkan harga berdasarkan biaya produksi 
yang dikeluarkannya. Sehingga harga yang digunakan dapat 
bersaing di pasar juga produsen tidak mengalami kerugian atas 
harga yang dtetapkannya tersebut. 
d. Pemaksimalan keuntungan. Penetapan harga dilakukan dengan 
tujuan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan secara 
maksimal. 
D. Risiko 
 
1. Pengertian Risiko 
 
Menurut ISO 31000:2009 risiko merupakan suatu ketidakpastian 
yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan atau target 
perusahaan. Pengaruh didefinisikan sebagai ketidaksesuaian terhadap 
suatu yang telah diperkirakan, bisa positif dan atau negatif. Sedangkan 
ketidakpastian didefinisikan sebagai kurangnya informasi terkait 
dengan suatu peristiwa. 
Bank Indonesia mendefinisikan risiko merupakan potensi kerugian 
sebagai akibat dari adanya peristiwa yang datang secara tiba-tiba. 
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Risiko yang sudah diperkirakan atau expected loss merupakan risiko 
yang sebelumnya telah diperhitungkan ketika menjalankan usaha. 
Sedangkan risiko yang tidak dapat diperkirakan adalah biaya yang 
dikeluarkan untuk menutup risiko telah belum atau tidak diprediksi 
sebelumnya bahwa risiko tersebut dapat saja muncul. Risiko dapat 
menjadi kendala serta penghambat dalam pencapaian tujuan atau risiko 
dapat suatu kemungkinan yang dapat memberikan efek negatif kepada 
tujuan yang ingin dicapai. 
Risiko dapat diartikan sebuah penyimpangan yang mungkin tidak 
diharapkan dan diingikan yang berupa kejadian, kejadian tersebut 
dapat disebut dengan kerugian (Ali 2006: 165). 
2. Jenis – Jenis Risiko 
 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8 tahun 2003, 
jenis - jenis risiko diklasifikasikan dalam 8 Risiko Inherent yang 
terdapat pada perbankan, diantaranya sebagai berikut : 
a. Risiko Kredit 
 
Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi karena debitur tidak 
mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi pinjaman yang 
diberikan bank kepadanya. Dalam perbankan, risiko kredit dapat 
dilihat melalui presentase angka Non Performing Loan (NPL). 
Dimana semakin tinggi presentase NPL maka risiko kredit yang 
disalurkan bank juga semakin tinggi pula. Berikut adalah Rasio 
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Rasio NPL = 
Total Kredit Bermasalah 
Total Kredit 
x 100% 
Current Ratio = 
Aktiva Lancar 
Hutang Lancar 
x 100% 
 
 
Non Performing Loan yang digunakan untuk mengukur risiko 
kredit : 
 
 
 
b. Risiko Pasar 
 
Risiko Pasar merupakan ketidakpastian yang muncul sebagai 
akibat dari perubahan pasar. Contoh risiko pasar misalnya 
perubahan suku bunga, dan perubahan kurs mata uang. 
c. Risiko Likuiditas 
 
Risiko Likuiditas adalah Risiko yang disebabkan karena Bank 
tidak mampu membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. 
Dihitung dengan mengukur Curent Ratio dengan rumus sebagai 
berikut : 
 
 
d. Risiko Operasional 
 
Risiko Operasional adalah ketidakpastian yang muncul karena 
kesalahan risiko yang disebabkan karena adanya kesalahan yang 
disebabkan karena kelalaian manusia, kegagalan sistem, dan lain - 
lain yang mempengaruhi sistem operasional perusahaan. 
e. Risiko Hukum 
 
Risiko Hukum adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari 
kelalaian bank yang menyebabkan timbulnya kelemahan pada 
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aspek yuridis, diantaranya adalah adanya tuntutan hukum, 
kurangnya peraturan undang – undang yang mendukung bank, dan 
kelemahan perikatan. Dan pengikatan agunan yang  tidak 
sempurna. 
f. Risiko Reputasi 
 
Risiko Reputasi adalah risiko yang muncul karena adanya berita 
atau penilaian negatif terhadap bank sehingga berdampak pada 
menurunnya kegiatan bank. 
g. Risiko Strategi 
 
Risiko Strategi merupakan ketidakpastian yang muncul karena 
kesalahan dalam penetapan strategi oleh menejemen, kurang tepat 
dalam pengambilan keputusan bisnis, dan lain sebagainya. 
h. Risiko Kepatuhan 
 
Risiko Kepatuhan adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari 
ketidak patuhan bank terhadap peraturan atau undang - undang 
maupun ketentuan lain yang berlaku. 
3. Manajemen Risiko Kredit 
 
Menurut ISO 31000:2009 Manajemen risiko merupakan kegiatan 
berupa arahan yang terkoordinisir untuk mengendalikan kegiatan 
perusahaan terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. 
Manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja, prinsip, 
serta proses yang dilakukan organisasi untuk mengelola ketidakpastian 
yang ada secara efektif. 
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Adapun prinsip manajemen risiko yang dimaksud adalah sebagai 
berikut : 
a. Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah bagi 
perusahaan. Manajemen risiko diterapkan sebagai alat untuk 
mencapai sasaran perusahaan, serta untuk perbaikan dalam aspek 
keselamatan kerja. Manjemen risiko ditujukan agar perusahaan 
mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, melindungi 
lingkungan hidup, meningkatkan presepsi publik, dan lain - lain 
sebagainya. 
b. Manajemen risiko merupakan bagian yang terintegrasi dalam 
proses organisasi. Manajemen risiko juga merupakan tanggung 
jawab manajemen yang terkoordinisir di dalam proses organisasi. 
c. Manajemen Risiko membantu manajemen dalam pengambilan 
keputusan dengan berdasarkan informasi yang memadai. 
Pengambilan keputusan dengan disertai perrtimbangan bahwa  
suatu risiko dapat diterima atau penanganan risiko telah dilakukan 
secara efektif. 
d. Manajemen Risiko secara eksplisit menangani aspek ketidakpastian 
dalam proses pengambilan keputusan dan cara untuk 
menanganinya. 
e. Manajemen risiko diterapkan secara sistematis, terstruktur, dan 
tepat waktu. Pendekatan pada manajemen risiko yang dilakukan 
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berkontribusi secara langsung dalam peningkatan efisiensi, 
kosistensi, komparabilitas, serta perbaikan. 
f. Penerapan manajemen risiko didasarkan pada informasi terbaik 
yang tersedia. Informasi yang digunakan sebagai bahan masukan 
dalam penerapan proses Manajemen risiko misalnya seperti 
pengalaman terdahulu, hasil observasi, perkiraan, pertimbangan 
pakar, dan data lain yang terkait. Seluruh informasi tersebut 
dipertimbangkan kembali oleh manajemen untuk kemudian 
dilakukan pengambilan keputusan, baik dalam hal metode yang 
digunakan, maupun perbedaan pendapat dari para pakar. 
g. Manajemen Risiko diterapkan sesuai dengan konteks perusahaan 
(tailored). Penerapan Manajemen risiko dilakukan dengan 
penyelarsan konteks internal dan eksternal perusahaan, sasaran 
perusahaan, profil risiko yang dihadapi perusahaan, serta 
kebutuhan dari para risk owner dalam perusahaan. 
h. Manajemen Risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. 
 
Dalam penerapan manajemen risiko, menejemen perlu 
mempertimbangkan kapabilitas perusahaan yang tersedia, presepsi 
dan tujuan dari masing - masing pihak baik internal maupun 
eksternal organisasi, khususnya yang dapat menunjang maupun 
menghambat pencapaian sasaran perusahaan. 
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i. Manajemen Risiko bersifat transparan dan inklusif. Pengambilan 
keputusan dalam menejemen risiko harus dilakukan secara 
transparan serta melibatkan pemangku kepentingan. 
j. Manajemen Risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap 
terhadap perubahan. Manajemen risiko harus peka terhadap 
perubahan yang ada. Sehingga keputusan terkait penanganan risiko 
yang dibuat telah mencerminkan perubahan yang ada. 
k. Manajemen Risiko memfasilitasi terjadinya perbaikan serta 
pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Manajemen 
dituntut untuk melakukan pengembangan terhadap strategi 
perusahaan serta mengimplementasikannya dengan baik untuk 
memperbaiki kualitas manajemen risiko perusahaan. 
4. Proses Manajemen Risiko 
 
Hery. 2015 menjelaskan proses manajemen risiko dengan 
menggunakan bagan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 
Proses Manajemen Risiko 
Sumber: Manjemen Risiko Bisnis (Hery. 2015) 
 
a. Menentukan Konteks 
 
Dalam melakukan kajian risiko, sasaran harus jelas dan spesifik. 
Apabila sasaran tersebut memiliki beberapa sasaran yang berada di 
tingkat bawahnya, maka perlu diperhatikan keselarasan pada 
masing - masing aspek tersebut. 
b. Penilaian Risiko 
 
Dalam penilaian risiko terdapat beberapa langkah untuk menilai 
risiko tersebut. 
1) Risk Identification adalah proses untuk mengidentifikasi 
potensi risiko yang ada. Identifikasi risiko meliputi sumber 
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terjadinya resiko, kejadian yang mungkin terjadi, penyebab 
serta area yang terkena dampak dari risiko tersebut. 
2) Risk Analysis merupakan proses analisis terhadap suatu risiko. 
 
Analisis risiko ini meliputi analisis terhadap penyebab risiko, 
kemungkinan terjadinya risiko, serta dampak daripada risiko 
tersebut. Pada analisis risiko juga mempertimbangkan kontrol 
yang sudah ada. 
3) Risk Evaluation merupakan evaluasi hasil risiko yang 
mencakup perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria 
yang telah ditetapkan. Evaluasi risiko menjadi dasar dalam 
penentuan risk treatment terhadap risiko. 
5. Teknik Penyelamatan Kredit Bermasalah 
 
Kasmir (2008:131) menjelaskan suatu kredit macet dapat 
dilakukan penyelamatan dengan cara sebagai berikut : 
a. Rescheduling 
 
Pada Teknik Rechedulling kredit, kreditur dalam hal ini 
memberikan keringanan kepada debitur baik berupa penundaan 
pembayaran maupun perpanjangan jangka waktu pembayaran 
kredit dikarenakan debitur tidak mampu membayar kewajibannya 
terhadap bank. Misalnya karena mengalami kendala pada 
perusahaannya yang menyebabkan debitur gagal bayar tehadap 
kredit yang diberikan bank, maka pihak bank memberikan 
keringanan berupa penundaan pembayaran sesuai dengan 
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kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga debitur dapat tetap 
melunai kewajibannya dan pihak bank juga dapat menerima 
kembali pelunasan kredit oleh debitur. 
b. Resconditioning 
 
Pada Teknik reonditioning kredit kreditr, dimana disini 
merupakan pihak bank memberikan keringanan terhadap debitur 
dengan mengubah persyaratan kredit yang telah dibuat sebelumnya 
antara kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur. Proses 
Reconditioning misalnya ebagai berikut : 
1) Menjadikan suku bunga sebagai kewajiban pokok yang 
dibayar debitur, 
2) Penundaan pembayaran suku bunga pokok sampai dengan 
waktu yang ditentukan, sehingga pembayaran bunga sampai 
waktu tertentu ditunda pembayaranya sampai batas waktu yang 
ditentukan, sedangkan kewajiban pokoknya harus tetap 
dibayarkan seperti biasa. 
3) Penurunan suku bunga 
 
Untuk menyelamatkan kredit bermasalah selain yang telah 
disebutkan diatas, pihak bank juga melakukan penurunan suku 
bunga pada debitur yang dimana hal ini dimaksud agar 
meringankan beban debitur. Penurunan suku bunga ini akan 
berpengaruh terhadap jumlah angsuran yang semakin rendah, 
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sehingga diharapkan debitur dapat melunasi kewajibannya 
tersebut. 
4) Pembebasan bunga 
 
Apabila debitur masih kesulitan dalam melunasi kewajibannya, 
pihak bank akan membebaskan pembayaran suku bunga oleh 
debitur berdasarkan pada pertimbangan debitur sudah tidak 
mampu lagi membayar kredit yang diberikan. Namun dalam 
hal ini debitur masih memiliki kewajiban untuk membayar 
pokok pinjamanya sampai lunas. 
c. Restructuring 
 
Restructuring merupakan upaya penyelamatan kredit 
bermasalah oleh bank kepada debitur dengan menambah modal 
atau pinjaman yang telah diberikan pada debitur. Hal ini dilakukan 
bank dengan pertimbangan bahwa debitur tidak mampu 
membayarkan kembali kewajibannya terhadap bank karena 
mengalami kendala pada usaha yang dilakukannya yang dimana 
usaha tersebut memerlukan tambahan dana agar dapat kembali 
berproduksi. 
d. Kombinasi 
 
Merupakan kombinasi dari ketiga teknik penyelamatan 
kredit bermasalah yang telah dibahas sebelumnya, yaitu 
rescheduling, reconditioning, dan restructuring. 
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e. Penyitaan jaminan 
 
Penyitaan jaminan atau biasa disebut lelang merupakan 
upaya terakhir yang dilakukan bank apabila debitur sudah benar - 
benar tidak mampu melunasi hutangnya dan usaha yang dimiliki 
sudah tidak mampu lagi berproduksi, sehingga mengharuskan 
agunan yang dijaminkan debitur untuk dilelang untuk menutup 
kewajibannya terhadap bank. . 
E. Properti 
 
1. Pengertian Properti 
 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Properti berarti harta 
yang dapat berwujud tanah atau bangunan beserta fasilitas yang ada 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada tanah dan/atau 
bangunan yang dimaksudkan; tanah milik dan bangunan. 
Properti berasal dari bahasa inggris “Property” yang berarti sesuatu 
yang dapat dimiliki bahkan sudah menjadi bagian pokok setiap orang, 
contoh : Rumah, Ruko, Gudang, dan lain sebagainya. 
Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
properti merupakan sesuatu yang dapat dimiliki seseorang berupa 
tanah dan bangunan serta fasilitas di dalamnya yang merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan 
tersebut. 
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2. Faktor – Faktor Nilai Tanah 
 
Walcot (1967) menjelaskan terdapat faktor - faktor yang 
mempengaruhi nilai tanah sebagai berikut : 
a. Faktor Sosial 
 
Faktor – faktor sosial seperti jumlah kepadatan penduduk, tingkat 
pendidikan, tingkat kejahatan, dan lain sebagainya menurut Walcot 
(1967) mempengaruhi nilai tanah. Hal ini dikarenakan faktor – 
faktor tersebut dapat membentuk suatu pola terhadap penggunaan 
daripada tanah tersebut. 
b. Faktor ekonomi 
 
Faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai tanah berupa permintaan 
maupun penawaran yang tercipta dari masyarakat. Semakin banyak 
permintaan terhadap suatu tanah menciptakan nilai yang tinggi. 
Begitu juga sebaliknya apabila suatu tanah tidak memiliki 
permintaan maka nilai yang tercipta akan semakin rendah. Variasi 
permintaan disini meliputi tingkat upah masyarakat, tingkat daya 
beli, jumlah tenaga kerja, tingkat pendapatan, biaya transaksi, serta 
suku bunga yang berlaku. Sedangkan variabel penawaran yang 
digunakan meliputi jumlah tanah yang tersedia, pajak tanah, biaya 
perijinan, dan biaya overhead lainnya. 
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c. Faktor pemerintah, 
 
Faktor pemerintah dapat mempengaruhi nilai atau harga daripada 
sebidang tanah. Faktor pemerintah yang mempengaruhinya 
diantaranya adalah sebagai berikut : kebijakan pemerintah (bidang 
politik, hukum), fasilitas keamanan, kesehatan, pendidikan, 
jaringan transportasi, peraturan perpajakan, dan lain-lain. Tanah 
yang berada di daerah konflik cenderung miliki nilai cenderung 
lebih rendah apabila dibandingkan dengan tanah yang berada di 
daerah yang jarang terlibat konflik. 
d. Faktor lingkungan 
 
Faktor lingkungan yang mempengaruhi nilai tanah terbagi menjadi 
dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang 
mempengaruhi nilai tanah yaitu lokasi, jenis tanah, ukuran, 
topografi, dan dimensi. Sedangkan faktor eksternal yang 
mempengaruhi nilai tanah meliputi aksebilitas properti terhadap 
sarana prasarana umum seperti rumah sakit, pasar, swalayan, pusat 
pendidikan dan lain sebagainya. 
3. Ciri Tanah dan Bangunan 
 
Marihot P. Siahaan (2003) membagi ciri – ciri tanah dan bangunan 
sebagai berikut : 
a. Permintaan akan tanah dan bangunan (demand) 
 
Suatu tanah atau bangunan merupakan salah satu kebutuhan 
pokok manusia. Manusia akan senantiasa menciptakan permintaan 
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terhadap tanah atau bangunan untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Terciptanya permintaan dan penawaran ini kemudian 
akan menciptakan suatu nilai daripada tanah atau bangunan itu 
sendiri. 
b. Kegunaan tanah bagi pemiliknya (utility) 
 
Tanah atau bangunan umumnya meiliki kegunaan bagi 
penggunanya. Sebidang tanah dapat berguna bagi penggunanya 
untuk bertahan hidup, maupun sebagai sumber mata pencaharian. 
Misalnya sebidang tanah diolah sebagai sawah, perkebunan, dan 
lain – lain. 
c. Kelangkaan tanah dan bangunan (scarcity) 
 
Semakin banyaknya permintaan masyarakat akan tanah 
menjadikan ketersediaan tanah semakin lama semakin sempit. 
Semakin sempitnya lahan disertai dengan semakin bertambahnya 
permintaan terhadap tanah membuat tanah menjadi suatu barang 
yang langka pada saat ini. 
d. Tanah dan bangunan dapat dialihkan (transferability) 
 
Tanah dan/ atau bangunan dapat dialihkan kepada pihak 
lain dengan melalui perjanjian yang telah disepakati. Suatu benda 
dikatakan memiliki nilai apabila suatu benda tersebut dapat 
dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Suatu benda 
yang tidak dapat dialihkan berarti hanya bernilai bagi pemiliknya 
saja. Banyak cara dan motivasi orang mengalihkan tanah dan 
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bangunan, misalnya melalui jualbeli, hibah, tukar menukar,dan lain 
 
- lain. Untuk memberikan kapasitas hak atas pemilik tanah maka 
sesuai aturan yang berlaku kepada pemilik tanah diberikan hak 
yang sesuai, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, 
hak pakai, hak pengelolaan dan sebagainya. Pengalihan hak 
pemilikan atas tanah dan bangunan perlu diatur dan diberi 
kepastian hukum sehingga kepemilikan orang yang memperoleh 
suatu tanah diakui dan dapat diperhatikan. Untuk itu setiap 
peralihan hak atas tanah dan bangunan hendaknya dilakukan 
melalui perbuatan hukum maupun peristiwa hukum dengan 
membuat bukti peralihan hak yang sah, yaitu adanya akta peralihan 
hak dan pendaftaran hak atas tanah ke instansi yang berwenang. 
e. Dapat dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang (valuable) 
 
Suatu hal yang penting berkaitan dengan nilai suatu benda 
adalah benda tersebut harus dapat dinyatakan dalam bentuk 
sejumlah uang, agar dapat diketahui berapa besar nilai benda 
tersebut. Tanah dan bangunan sebagai benda yang sangat 
diperlukan dan dapat beralih/ dialihkan memang menghendaki 
persyaratan itu. Untuk mengetahui nilai tanah dan bangunan maka 
dilakukanlah penilaian atas tanah dan bangunan tersebut. 
Penentuan harga atas nilai tanah dan bangunan merupakan suatu 
hal yang umum dilakukan di masyarakat, baik penilain secara 
sederhana melalui penaksiran langsung maupun penilaian dengan 
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teknik dan metode penilaian secara ilmiah. Apapun teknik yang 
digunakan maksudnya adalah untuk menentukan nilai suatu tanah 
dan bangunan sehingga dapat diketahui berapa besar harta yang 
dimiliki seseorang dalam bentuk tanah dan bangunan tersebut, 
berapa uang yang layak diterima pemilik tanah dan bangunan 
sekiranya tanah dan bangunan tersebut dijual, maupun berapa 
jumlah uang yang dapat diterima pemilik tanah dan bangunan dari 
Bank atau kreditur seandainya ia meminjamkan uang/ mengajukan 
kredit dengan tanah dan bangunan sebagai jaminan utangnya. 
4. Penilaian Properti 
 
Penilaian properti adalah suatu proses penentuan nilai, baik nilai 
pasar, nilai investasi, nilai asuransi atau jenis nilai lainnya dari suatu 
properti pada suatu tanggal penilaian tertentu. Penentuan nilai suatu 
properti menurut American Institute of Real Estate Appraiser 
(Wolcott,1987) dan Eckert et.al (1991) dapat dilakukan melalui tiga 
pendekatan yaitu : 
a. Pendekatan Perbandingan Data Pasar (market data comparison 
approach), 
Penilaian terhadap tanah lazimnya dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan perbandingan untuk mengetahui nilai tanah yang 
representatif atau mencerminkan kondisi nilai pasar (market value). 
Dalam analisis perbandingan ini nilai tanah suatu objek ditentukan 
oleh nilai tanah dari objek - objek pembanding yang terdapat pada 
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lokasi yang berdekatan (neighborhood), mempunyai karateristik 
fisik dan kegunaan yang sama serta mempunyai tanggal transaksi 
yang tidak berbeda jauh dengan tanggal penilaian. Untuk 
mendapatkan nilai properti dari objek yang dinilai, maka dilakukan 
penyesuaian terhadap faktor - faktor perbandingan tersebut dengan 
cara membandingkan objek yang dinilai dengan objek pembanding. 
b. Pendekatan Biaya (Cost Approach) 
 
Pendekatan Biaya (Cost Approach) adalah penilaian berdasarkan 
biaya dilakukan dengan cara memperkirakan biaya - biaya yang 
dikeluarkan untuk membuat baru atau mengadakan properti yang 
dinilai. Pendekatan model ini biasanya dipergunakan untuk menilai 
bangunan, sedangkan untuk menilai tanah saja atau tanah dan 
bangunan yang menjadi satu kesatuan, ada beberapa komponen 
yang harus diperhatikan, yaitu: 
1) Nilai tanah (land value), dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan perbandingan harga pasar. 
2) Biaya investasi (investment value), khususnya untuk konstruksi 
bangunan, ditentukan dengan memperhitungkan seluruh biaya 
yang telah dikeluarkan untuk mengadakan atau membangun 
baru bangunan dengan menggunakan standar yang berlaku 
pada tanggal penilaian. 
3) Penyusutan (depreciation), dibedakan atas penyusutan phisik, 
penyusutan fungsi dan penyusutan ekonomi. Penyusutan fisik 
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ditentukan dengan memperhatikan penurunan kualitas yang 
besarnya penyusutan dihitung dengan menentukan besarnya 
biaya untuk merenovasi. Penyusutan fungsi adalah 
berkurangnya nilai sebagai akibat dari penurunan fungsi dari 
properti yang dinilai. Penyusutan ekonomi adalah 
berkurangnya nilai sebagai akibat dari perubahan-perubahan 
ekonomi. Nilai yang dihasilkan dari pendekatan ini didasarkan 
pada teori substitusi. Biaya untuk mendapatkan barang baru 
terhadap barang yang dinilai adalah bukan nilai, tetapi biaya 
adalah proxy dari nilai. 
Ada dua cara untuk melakukan penilaian dengan pendekatan biaya, 
yaitu: 
1) Reproduction cost new, yaitu: pendekatan penilaian melalui 
perhitungan biaya untuk mendapatkan barang tersebut secara 
baru melalui replikasi dari bangunan yang dinilai; dan 
2) Replacement cost new, yaitu: menghitung biaya untuk 
membangun bangunan baru tersebut tidak persis sama dengan 
bangunan yang dinilai, tetapi fungsi, kegunaan, dan 
kapasitasnya berdasarkan standar bangunan saat ini yang 
dipersamakan dengan struktur bangunan atau property yang 
dinilai. 
56  
 
 
c. Pendekatan Pendapatan (Income Approach). 
 
Pendekatan Pendapatan (Income Capitalization Approach) adalah 
penilaian berdasarkan pendekatan pendapatan dilakukan dengan 
cara memproyeksikan seluruh pendapatan dari properti tersebut 
dikurangi dengan biaya operasi, selanjutnya dikapitalisasi dengan 
menggunakan suatu tingkat bunga pengembalian modal dan 
keuntungan (return on investment). Dalam pendekatan pendapatan, 
nilai suatu investasi (properti) adalah fungsi dari aliran pendapatan 
yang dihasilkan, dimana semakin tinggi aliran pendapatan yang 
dapat dihasilkan oleh suatu properti, maka semakin tinggi pula nilai 
properti tersebut. Melalui pendekatan pendapatan, nilai suatu 
property diperoleh dari pengkapitalisasian pendapatan bersihnya 
(net operating income) dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu 
dengan memperhitungkan batas periode penerimaan 
pendapatannya. 
5. Faktor Nilai Jual Lahan dan Bangunan 
 
Fahirah, dkk (2010) melakukan penelitian mengenai identifikasi 
faktor yang sangat mempengaruhi nilai jual lahan dan bangunan pada 
perumahan di Palu Timur, sebagai berikut : 
a. Adanya sarana transportasi yang memudahkan masyarakat untuk 
melakukan mobilitas membuat suatu bangunan atau lahan menjadi 
memiliki nilai yang tinggi dibanding dengan lahan atau properti 
yang sarana transportasinya masih sulit untuk dijangkau; 
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b. Faktor kedua yang mempengaruhi nilai tanah adalah jaringan air 
bersih, dimana properti berupa lahan ataupun bangunan yang 
memiliki jaringan air bersih dapat memudahkan penghuni 
perumahan dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih; 
c. Sebidang lahan atau bangunan akan memiliki nilai tinggi apabila 
properti tersebut memiliki jaringan listrik, sehingga penghuni dapat 
melakukan aktivitas sehari – hari dengan mudah apabila tersedia 
listrik di rumahnya; 
d. Tersedianya sarana infrastruktur yang memadai menjadikan suatu 
properti memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding yang lain. 
Infrastruktur yang baik dapat menciptakan lapangan usaha serta 
dapat mendukung pemerataan pendapatan; 
e. Luas lahan dan bangunan, memudahkan penghuni untuk 
melakukan renovasi, semakin luas suatu bangunan maka nilai yang 
didalamnya juga semakin tinggi. 
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BAB III 
PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
 
1. Sejarah PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk 
 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk 
atau yang sering disebut dengan Bank Bjb awalnya bernama N.V Denis 
(De Eerste Nederlandsche Indische Share holding) yang merupakan 
perusahaan hipotek milik Belanda. Perusahaan tersebut berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960 kemudian mengalami 
nasionalisasi dan berubah menjadi lembaga keuangan dengan nama 
Bank Karja Pembangunan. Bank Karja Pembangunan mulai beroperasi 
pada tanggal 20 Mei 1961 berdasarkan dengan Akta Notaris No. 152 
tertanggal 21 Maret 1961 dan No 184 tertanggal 13 Mei 1961dengan 
nama PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat berdasarkan 
Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 7/GKDN/BPD/61 pada 
tanggal 20 Mei 1961. 
Pada Juni 1972, PT Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa 
Barat mengalami penyempurnaan kedudukan hukum menjadi 
Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 11/PD/DPRD/72 pada 27 Juni 1972. Kemudian selanjutnya 
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Juni 1978 
Nomor 1/DP-040/PD/1978 mengalami perubahan bentuk usaha dari 
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Perusahaan Daerah Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat 
menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. 
Pada tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia 
tanggal 2 November 1992 Nomor 25/84/KEP/DIR Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat mengalami peningkatan aktivitas menjadi Bank 
Umum Devisa. Kemudian pada 14 Desember 1998 berdasarkan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Bank Pembangunan Jawa Barat 
mengalami perubahan bentuk hukum yang awalnya berupa Perusahaan 
Daerah menjadi Perseroan Terbatas atau PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat. Pada tanggal 12 April 2000 sesuai perizinan dari 
Bank Indonesia Nomor 2/18/DPG/DPIP PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia 
yang menjalankan dual banking system dimana bank dapat memberikan 
layanan perbankan dengan dua sistem yaitu sistem konvensional dan 
sistem syariah. 
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia 
tanggal 26 November 2007 Nomor 9//63/KEP.GBI/2007 terkait 
perubahan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. 
Serta dilaksanakan penggantian call name menjadi Bank Jabar Banten 
sesuai Surat Keputusan Direksi No. 1065/SK/DIR-PPN/2007  tanggal 
29 November 2007. 
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Pada tahun 2010 Bank Jawa Barat dan Banten mengalami 
perubahan pada logo dan call name perusahaan, serta pemisahan Unit 
Usaha Syariah Bank Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan Keputusan 
Gubernur Bank Indonesia tanggal 30 April 2010 Nomor 
12/35/KEP.GBI/2010 terkait pemberian izin usaha PT  Bank  Jawa 
Barat dan Banten Syariah Unit Usaha Syariah Bank Jawa Barat dan 
Banten sebagai anak perusahaan yang berdiri sendiri dengan nama  
Bank Jawa Barat dan Banten Syariah. Pada 29 Juni 2010 Ketua 
BAPEPAM dan Lembaga Keuangan mengeluarkan Surat 
Pemberitahuan Nomor S-5901/BL/2010 untuk melaksanakan 
penawaran umum terkait penawaran saham dimana harga saham 
ditawarkan dengan harga Rp 600,- per lembar saham yang pada 8 Juli 
2010 telah tercata pada Bursa Efek Indonesia. Pada 21 April 2010 Bank 
Jawa Barat dan Banten mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa No. 26 dimana Bank Jabar Banten tersebut resmi merubah 
call name-nya menjadi Bank Bjb pada 2 Agustus 2010, sesuai dengan 
Surat BI Nomor 12/78/APBU/Bd pada 30 Juni 2010 dalam hal Rencana 
Perubahan Logo, serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR- 
PPN/2010 pada 5 Juli 2010. 
2. Visi dan Misi Perusahaan 
 
a. Visi 
 
1) Menjadi 10 Bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia. 
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b. Misi 
 
1) Penggerak dan Pendorong Laju Perekonomian Daerah. 
 
2) Melaksanakan Penyimpanan Uang Daerah. 
 
3) Salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. 
 
3. Budaya Perusahaan 
 
Budaya perusahaan merupakan cerminan semangat kerja 
daripada suatu perusahaan. Bank Bjb sebagai salah satu perusahaan 
perbankan di Indonesia memiliki budaya perusahaan yang 
mencerminkan semangat perusahaan dalam menghadapi setiap 
persaingan yang semakiin ketat dan 
dinamis. Nilai - nilai budaya perusahaan Bank Bjb adalah GO 
SPIRIT yang merupakan perwujudan dari Service Excellence, 
Professionalism, Integrity, Respect, Innovation, dan Trust, dimana 
perwujudan tersebut telah dijabarkan dalam 12 perilaku utama yaitu 
sebagai berikut : 
Gambar 3.1 
Budaya Perusahaan Bank Bjb 
Sumber: www.bankbjb.co.id 
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1. Service Excellence 
 
a. Fokus pada nasabah 
 
b. Proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan layanan 
bernilai tambah 
2. Profesionalism 
 
a. Bekerja efektif, efisien, dan bertanggung jawab 
 
b. Meningkatkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja 
terbaik 
3. Integrity 
 
a. Jujur, disiplin, konsisten 
 
b. Memahami serta melaksanakan ketentuan yang berlaku 
 
4. Respect 
 
a. Menghormati dan menghargai serta terbuka terhadap 
perbedaan 
b. Memberi dan menerima pendapat yang positif dan 
konstruktif 
5. Innovation 
 
a. Kreatif dan Inovati untuk memberikan solusi terbaik 
 
b. Melakukan perbaikan berkelanjutan 
 
6. Trust 
 
a. Berperilaku positif dan dapat dipercaya 
 
b. Membangun Sinergi untuk mencapai tujuan perusahaan 
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4. Nilai-nilai Perusahaan 
 
Berdasarkan uraian budaya perusahaan Bank Bjb yang telah 
diuraikan, tercipta nilai - nilai perusahaan sebagai berikut : 
1. Tulus, Ramah, Kekeluargaan 
 
Merupakan ciri khas yang dimiliki Bank Bjb dalam 
berkomunikasi satu sama lain, baik dengan nasabah, 
shareholder, masyarakat, pihak lain, maupun antar karyawan 
satu dengan yang lain. Seluruh karyawan Bank Bjb dituntut 
untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan ramah terhadap 
nasabah, santun dalam berperilaku, serta dapat menjalin 
hubungan baik dan kekeluargaan. 
2. Selalu memberikan pelayanan prima 
 
Dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah, karyawan 
Bjb dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima sesuai 
dengan SOP Pelayanan Prima yang berlaku di Bank Bjb 
dengan baik kepada setiap nasabah. 
3. Cepat, Tepat, dan Akurat 
 
Sebagai bankir professional, setiap pekerjaan yang diberikan 
dikerjakan dengan cepat sesuai waktu yang diberikan, selain 
cepat setiap pekerjaan juga dilakukan secara tepat atau sesuai 
dengan tujuan dan peruntukannya, dan selalu teliti dalam 
melakukan setiap pekerjaan yang dibebankan agar dapat 
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mengurangi kesalahan yang terjadi baik pada proses pekerjaan 
maupun pada hasil akhir perkerjannya. 
4. Kompeten dan Bertanggungjawab 
 
Cakap dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan dan 
dilakukan dengan penuh tangungjawab. 
5. Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan 
 
Setiap karyawan Bank Bjb dituntut untuk memahami serta 
melaksanakan ketentuan yang berlaku pada Bank Bjb dengan 
baik sehingga setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. 
6. Konsisten, Disiplin dan Penuh Semangat 
 
Selalu bekerja dengan disiplin, konsisten dalam melaksanakan 
setiap ketentuan perusahaan dan penuh semangat dalam 
menghadapi setiap tantangan. 
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7. Menjaga Citra Bank Melalui Perilaku Terpuji dan Menjunjung 
Tinggi Etika 
Setiap pegawai harus berperilaku terpuji, tidak melanggar 
norma dan ketentuan yang berlaku, serta menjunjung tinggi 
kode etik perbankan. 
8. Fokus Pada Nasabah 
 
Menghormati dan perhatian terhadap nasabah, senantiasa 
menjadikan nasabah sebagai mitra utama yang perlu diberikan 
layanan prima dan membantu memberikan solusi kepada 
nasabah. 
9. Peduli terhadap Lingkungan 
 
Memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, baik 
terhadap masyarakat mapun dengan lingkungan hidup. Setiap 
pegawai harus memberikan perhatian terhadap masalah yang 
terjadi di lingkungan dan memberikan kontribusi positif 
dengan cara membantu memcahkan masalah yang terjadi. 
10. Selalu Memberikan Solusi yang Terbaik 
 
Senantiasa bekerja dan berpikir untuk memecahkan masalah 
dengan menggunakan akal pikiran yang sehat sehingga 
diperoleh solusi terbaik. 
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11. Berkeinginan Kuat untuk Mengembangkan Diri 
 
Selalu berusaha memperluas wawasan, pengetahuan dan 
keterampilan kerja sebagai kontribusi terbaik untuk kemajuan 
Bank Bjb. 
12. Menyukai Perubahan yang Positif 
 
Selalu bersifat terbuka terhadap perubahan yang ada dan selalu 
berpikir positif. 
13. Menumbuhkan Transparansi, Kebersamaan dan Kerjasama 
yang sehat 
Senantiasa berperilaku jujur, saling percaya, dan saling 
mendukung satu sama lain, serta mampu membangun 
kerjasama tim yang kuat dan sehat. 
14. Menjaga Rahasia Bank dan Perusahaan 
 
Mampu memahami dan melaksanakan semua ketentuan yang 
berkaitan dengan rahasia bank, perusahaan, maupun rahasia 
jabatan. 
Bank bjb telah melakukan beberapa langkah sebagai upaya 
internalisasi corporate values yang berada di bawah koordinasi Divisi 
Human Capital. Proses internalisasi tersebut dibantu oleh Tim 
Internalisasi Budaya beserta para Change Leaders, Change 
Coordinator dan Change Agents yang telah ditunjuk di setiap unit 
kerja dengan salah satu fungsinya yaitu melakukan internalisasi  
budaya perusahaan kepada unit kerjanya masing-masing. Program - 
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program yang telah dilaksanakan oleh Divisi Human Capital antara 
lain: 
a. Perumusan dan Penetapan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan 
bank bjb. 
b. Pembentukan tim Internalisasi Budaya di setiap unit kerja 
yang terdiri dari Tim Internalisasi Budaya, Change Leaders, 
Change Coordinator, Change Agents dan Change Target 
serta Divisi Human Capital sebagai divisi yang menjadi 
koordinator dalam proses internalisasi budaya secara 
keseluruhan. 
c. Sosialisasi Program-Program Budaya Perusahaan bank bjb 
baik secara On site maupun melalui media cetak dan 
elektronik. 
d. Eksternalisasi Program Budaya Perusahaan bank bjb. 
 
e. Penguatan Budaya Perusahaan bank bjb. 
 
f. Training dan up-skilling kepada Change Leaders, Change 
Coordinator & Change Agents. 
g. Survey Budaya Perusahaan untuk mengetahui dan 
mengevaluasi tingkat pengetahuan, pemahaman, persepsi 
kepentingan, dan keyakinan para pegawai terhadap proses 
transformasi organisasi dan budaya perusahaan. 
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h. Pengukuran Budaya Perusahaan untuk mengetahui tingkat 
kesehatan budaya perusahaan pada masing-masing unit 
kerja. 
Proses perubahan budaya bukanlah suatu hal yang mudah, namun 
dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran organisasi 
bank bjb terutama top management, dapat dipastikan pencapaian visi 
dan misi bank bjb melalui transformasi budaya perusahaan dapat 
terwujud dengan baik 
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Pimpinan Cabang 
 
 
5. Struktur Organisasi 
 
Gambar 3.1 
Struktur Organisasi PT BPD Jawa Barat dan Banten,Tbk KC Surakarta 
Sumber: PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk KC Surakarta 
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6. Job Description PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang 
Surakarta 
a. Pimpinan Kantor Cabang 
 
1) Sebagai kepala pengelola (top management) yang membawahi 
 
5 divisi, yaitu divisi operasional, divisi konsumer, divisi 
komersial, divisi kontrol internal cabang dan kantor cabang 
pembantu 
2) Melakukan pengawasan dan pengendalian pada prosedur kerja 
sekaligus proses pelaksanaan kerja 
3) Melakukan koordinasi dan kerjasama ditingkat cabang 
pembantu sesuai dengan kewenangan tugasnya dan memantau 
pelaksanaan tindak lanjut audit ditingkat cabang sesuai 
kewenangan tugasnya 
4) Menyusun kebijakan kantor cabang sesuai petunjuk dari kantor 
pusat 
5) Menetapkan strategi kinerja untuk diterapkan pada kantor unit 
 
6) Bertanggungjawab atas segala hal yang mengenai dalam PT 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk 
b. Manager Operasional 
 
1) Mengawasi divisi operasional 
 
2) Menggerakkan kebijakan atas prosedur kerja operasional baik 
unntuk tugas dan fugsi operasional, supervisor dan para staff 
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3) Bertanggungjawab kepada pimpinan cabang atas divisi 
operasional 
c. SDM dan Umum 
 
1) Membuat laporan dan melaporkan atas situasi dari operasional 
perbankan 
2) Menerima telepon dan menyambungkannya kepada pegawai 
yang dituju 
3) Mengelola surat yang masuk dan keluar untuk perusahaan itu 
 
4) Mengelola dan mengendalikan operasional perbankan 
 
d. Bisnis Legal 
 
1) Menilai agunan debitur 
 
2) Mempersiapkan berkas-berkas perjanjian kredit yag 
dibutuhkan 
e. Admin Kredit 
 
1) Melakukan dokumentasi berkas terhadap dan pengajuan kredit 
 
2) Menganalisa proses awal hingga pencairan kredit 
 
3) Penanganan pelaksanaan kredit 
 
4) Memeriksa laporan akhir proposal pengajuan kredit 
 
f. Account Officer 
 
1) Memasarkan produk bank 
 
2) Menganalisa permohonan kredit nasabah 
 
3) Maintenance kredit dari angsuran pertama hingga pelunasan, 
serta penanganan apabila terjadi kredit bermasalah 
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g. Customer Service 
 
1) Memberikan pelayanan perbankan yang berkenaan dengan 
transaksi tunai dan non tunai 
2) Melayani pembukaan rekening dalam rupiah dan valas 
 
3) Melayani penutupan dan perpanjangan rekening dalam rupiah 
dan valas 
4) Melayani keluhan nasabah dan memberikan solus 
 
5) Melakukan pelayanan lainnya yang berkenaan dengan produk- 
produk perbankan 
h. Teller 
 
1) Melayani transaksi tunai setoran tunai tabungan, giro dan 
deposito 
2) Melayani penarikan tunai tabungan 
 
3) Mengelola proses kas cabang 
 
4) Melakukan pelayanan lainnya 
 
7. Produk PT Bank Pembanggunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk 
Kantor Cabang Surakarta 
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk memiliki beberapa 
produk kredit yang secara umum terbagi menjadi tiga yaitu, kredit 
konsumer, Micro & Small Business dan kredit komersial. Kredit 
konsumer terbagi menjadi Kredit Guna Bhakti (KGB), Kredit Purna 
Bhakti (KPB), Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB) dan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR). Untuk Micro & Small business terbagi 
73  
 
 
menjadi Kredit BPR, Kredit Mikro Utama, Kredit Koperasi, Kredit 
Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit KUMKM. Dan untuk kredit 
komersial terbagi menjadi Kredit Investasi Umum, Kredit Modal 
Kerja, bjb Lending Working Capital, bjb Kredit Jangka Pendek, bjb 
Kredit Kepada Badan Layanan Umum Daerah. 
a. Kredit Konsumer 
 
1) Kredit Guna Bhakti (KGB) 
 
Kredit Guna Bhakti adalah pembiayaan dengan tujuan 
multiguna yang diberikan oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten, 
Tbk kepada debitur berpenghasilan tetap yang gajinya 
disalurkan melalui PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk atau 
perusahaan tempat debitur bekerja memiliki perjanjian 
kerjasama dengan bank dimana sumber pengembaliannya 
berasal dari gaji debitur. 
2) Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB) 
 
Kredit Pra Purna Bhakti adalah pembiayaan dengan tujuan 
multiguna yang diberikan oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten, 
Tbk kepada Aparatur Sipil Negera (ASN) yang akan memasuki 
masa pensiun. Dimana maksimal sisa masa dinas debitur yang 
dapat menerima kredit adalah 5 tahun. 
3) Kredit Purna Bhakti (KPB) 
 
Kredit Purna Bhakti adalah pembiayaan dengan tujuan 
multiguna yang diberikan oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten, 
74  
 
 
Tbk kepada debitur pensiunan sendiri dan pensiunan janda atau 
duda dimana manfaat pensiun debitur dipastikan akan atau 
telah disalurkan melalui PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. 
4) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
 
Kredit Pemilikan Rumah yang dimiliki oleh PT BPD Jawa 
Barat dan Banten, Tbk adalah kredit untuk membantu 
mewujudkan impian untuk memiliki properti idaman dengan 
mudah, cepat dan nyaman. KPR adalah Fasilitas kredit 
konsumtif yang diberikan PT BPD Jawa Barat dan  Banten, 
Tbk kepada calon debitur perorangan untuk membeli atau 
memilki Properti (Rumah Tapak/Apartemen/Rumah 
Toko/Rumah Kantor), baik pembelian baru (Primary) dari 
Pengembang Perusahaan maupun pembelian  bekas 
(Secondary) dari non Pengembang Perumahan. Selain KPR 
atau bjb KPR, ada produk sejenis yaitu bjb mortage and 
property. Bjb mortage and property adalah fasilitas kredit 
konsumtif yang diberikan oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten, 
Tbk kepada calon debitur perorangan selain tujuan pembelian 
rumah tinggal dengan agunan berupa properti atau tanah 
kosong atau kavling yang akan dibangun properti (khusus 
fasilitas kredit membangun), yang telah dimiliki oleh calon 
debitur. Beberapa produknya adalah sebagai berikut: 
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a) Multiguna atau Refinancing 
 
b) Membangun 
 
c) Take Over Xtra, dan 
 
d) Top Up 
 
Keunggulan 
 
a) Bunga kompetitif 
 
b) Proses cepat & mudah 
 
c) Jangka waktu fleksibel s.d 15 tahun 
 
d) Memiliki jaringan kantor yang luas serta kerjasama dengan 
pengembang-pengembang besar 
b. Micro & small Business 
 
1) Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
 
Penyaluran kredit melalui linkage program kepada Bank 
Perkreditan Rakyat sebagai salah satu bentuk dukungan  
konkret bank bjb dalam mendukung penyaluran kredit kepada 
sektor-sektor produktif melalui kerjasama kemitraan antara 
bank bjb dengan Bank Perkreditan Rakyat. 
Jenis fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada Debitur 
yaitu: 
a) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) 
 
b) Fasilitas Kredit Investasi (bjb KI BPR) yang digunakan 
untuk pembelian aktiva tetap yang digunakan untuk 
Operasional Debitur Dengan Kriteria: 
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i. Berstatus badan hukum Perseroan Terbatas, 
 
Perusahaan Daerah, atau Koperasi 
 
ii. Telah beroperasi minimal 3 (tiga) tahun 
 
iii. Memiliki asset minimum sebesar Rp. 5.000.000.000,- 
(lima milyar rupiah) 
iv. Memiliki Business Plan/Rencana Kerja dan Anggaran 
Tahunan (RKAT) 
v. Membukukan laba bersih selama 2 (dua) tahun 
berturut - turut dan periode berjalan 
vi. Rasio CAR minimal 8% (delapan persen) 
 
vii. Rasio NPL nett maksimum 5% (lima persen) 
 
viii. Rasio KAP maksimum 7% (tujuh persen) 
 
ix. Tidak tercatat sebagai debitur non lancar dan daftar 
hitam di bank dan lembaga keuangan lain 
x. Tingkat Kesehatan Bank selama 2 (dua) tahun  
terakhir dan periode berjalan memperoleh predikat 
"SEHAT". Khusus BPR yang merupakan Pihak 
Terkait dan/atau sahamnya dimiliki oleh Pemerintah 
Provinsi dan/atau Pemerintah Kota/Kabupaten 
diperkenankan 1 (satu) tahun diantaranya berpredikat 
"CUKUP SEHAT” 
xi. Telah mengikuti program penjaminan simpanan 
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xii. Memenuhi tingkat Kesehatan Bank yang mengacu pada 
penilaian CAMEL bank 
xiii. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh bank bjb 
 
2) Kredit Mikro Utama 
 
Kredit yang ditujukan untuk para pelaku usaha perorangan 
Badan Usaha (PT,CV) dalam sektor ekonomi produktif yang 
masuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti 
pengusaha kecil, pedagang, wirausaha, wiraswasta produktif 
(khusus perorangan) yang saat ini aktif menjalankan usahanya 
minimal 2 tahun. Tujuan pengajuan kredit adalah untuk modal 
kerja dan investasi. Besar plafon kredit Rp 5.000.000,- s.d. Rp 
50.000.000,-. Untuk jangka waktu minimum 12 Bulan dan 
maksimum 60 bulan dan khusus plafon ≤ 50 Juta, jangka waktu 
kredit maksimum 36 bulan. 
3) Kredit Koperasi 
 
Penyaluran kredit melalui linkage program kepada 
Koperasi (Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi 
Pegawai/Karyawan). Jenis dan Tujuan Penggunaan Kredit: 
a) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ditujukan untuk 
membiayai usaha simpan pinjam koperasi. 
b) Koperasi Karyawan yang ditujukan untuk membiayai usaha 
Koperasi dalam bentuk Koperasi Karyawan/Pegawai yang 
membawahi suatu instansi atau perusahaan tertentu. 
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4) Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit yang ditujukan 
untuk segmen pasar kredit Perorangan atau Badan Usaha 
produktif berupa usaha mikro, kecil dan menengah meliputi 
sektor pertanian (tanaman pangan, tanaman holtikultura, 
tanaman perkebunan, peternakan) serta sektor kelautan dan 
perikanan untuk membiayai usaha di bidang penangkapan ikan, 
pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil 
ikan,dengan usaha telah berjalan minimal 6 bulan. Tujuan 
kredit dapat digunakkan untuk investasi dan modal kerja. 
Plafond Kredit Usaha Rakyat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, 
untuk usaha mikro minimal Rp. 1 Juta s/d 25 Juta dan untuk 
usaha kecil lebih besar dari 25 Juta sampai dengan 500 Juta. 
Dengan catatan klasifikasi jenis usaha mikro / kecil ditentukan 
oleh pihak bank sesuai ketentuan yang berlaku. Jangka waktu 
pinjaman debitur baru maksimum 36 bulan untuk modal kerja 
dan maksimum 60 bulan untuk Investasi. Untuk debitur 
Perpanjangan, Suplesi dan Restrukturisasi, maksimum 48 bulan 
untuk modal kerja dan maksimum 84 bulan untuk investasi 
dengan catatan untuk modal kerja pola siklus jangka waktu 
maksimal 12 bulan. 
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5) Kredit KUMKM 
 
Kredit yang ditujukan untuk para pelaku usaha perorangan 
(termasuk PD/UD) dan Sadan Usaha (PT, CV) dalam sektor 
ekonomi produktif yang masuk kategori Usaha Kecil dan 
Menengah seperti pengusaha kecil, pedagang, wirausaha, 
wiraswasta produktif (khusus perorangan) yang saat ini aktif 
menjalankan usahanya minimal 3 tahun. Tujuan kredit ini dapat 
digunakkan untuk investasi maupun modal kerja. Besaran 
plafon untuk Kredit KUMKM adalah diiatas Rp.500 Juta s.d. 
Rp. 1 Milyar dan Usaha Menengah Diatas 1 Milyar s.d. 5 
Milyar (s.d Rp. 10 Milyar untuk Debitur Top Up). Jangka 
waktu pinjaman minimum 12 Bulan dan maksimum 96 bulan. 
Khusus untuk Kredit Berjangka dan Kredit Rekening Koran, 
jangka waktu kredit maksimum 12 bulan. 
6) Kredit Komersial 
 
a) Kredit Investasi Umum 
 
Fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan 
barang modal atau aset tetap dalam rangka rehabilitasi, 
modernisasi, ekspansi (perluasan), relokasi ,project 
financing atau refinancing 
Adapun fitur produk yang diberikan pada kredit Investasi 
Umum adalah sebagai berikut : 
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i. Sifat kredit Non Revolving 
 
ii. Jangka waktu fasilitas kredit maksimum 12 (dua 
belas) tahun 
iii. Fasilitas kredit dapat diberikan dalam mata uang 
rupiah maupun valuta asing 
iv. Tingkat suku bunga bersaing 
 
b) Kredit Modal Kerja 
 
Fasilitas kredit untuk membiayai aset lancar atau kegiatan 
operasional perusahaan sesuai dengan karakter bisnis 
debitur. 
Adapun fitur produk yang diberikan pada kredit Modal 
Kerja adalah sebagai berikut : 
1) Sifat kredit Revolving atau Non Revolving 
 
2) Faslitas kredit dapat diberikan dalam mata uang rupiah 
maupun valuta asing 
3) Jangka waktu fasilitas kredit maksimum 5 (lima) tahun 
 
4) Penarikan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan 
usaha 
5) Tingkat suku bunga bersaing 
 
c) Bjb Lending Working Capital 
 
Fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membayar tagihan 
listrik debitur kepada PT. PLN (Persero). 
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Adapun fitur produk yang diberikan pada produk Bjb 
 
Lending Working Capital adalah sebagai berikut : 
 
1) Sifat kredit Revolving. 
 
2) Fasilitas kredit diberikan diberikan dalam mata uang 
rupiah. 
3) Jangka waktu fasilitas kredit maksimum 1 (satu) tahun. 
 
d) Bjb Kredit Jangka Pendek 
 
Fasilitas kredit berjangka waktu pendek dengan media 
penarikan berupa promes (janji bayar) 
Adapun fitur produk yang diberikan adalah sebagai berikut 
 
: 
 
1) Untuk sifat dari jenis kredit revolving adalah 
 
uncommitted dan advised 
 
2) Fasilitas kredit dapat diberikan dalam mata uang rupiah 
maupun valuta asing 
3) Jangka waktu fasilitas kredit maksimum 1 (satu) tahun 
 
4) Jangka waktu per penarikan maksimum 180 (seratus 
delapan puluh) hari kalender 
5) Bunga ditetapkan secara khusus setiap penarikan 
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e) Bjb Kredit kepada Badan Layanan Umum Daerah 
 
Fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja 
dan/atau investasi BLUD dalam melaksanakan kegiatan 
operasional dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa. 
Adapun fitur produk yang diberikan pada Bjb Kredit 
kepada Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai 
berikut : 
1) Sifat Kredit Revolving dan Non Revolving. 
 
2) .Fasilitas kredit dapat diberikan dalam mata uang rupiah 
maupun valuta asing. 
3) Jangka waktu kredit 1 sampai dengan 12 tahun 
 
B. Pembahasan 
 
1. Hubungan antara harga properti dengan risiko kredit pemilikan 
rumah (KPR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten, Tbk KC Surakarta 
a. Data Harga Properti Perumahan di Soloraya 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data 
terkait harga, ukuran serta lokasi property dijual di  
Soloraya pada Tahun 2016 - 2018 yang telah 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Harga Properti di Soloraya Tahun 2016 - 2018 
Sumber; lamudi.co.id.2019 
 
Ukuran 
(L Tanah/ L 
Bangunan) 
 
Harga 
 
Lokasi 
Jumlah 
Lantai 
 
Tersedia sejak 
83m2 / 45m2 319,999,999.00 Ps. Kliwon Surakarta 1 4/1/2016 
87m2 / 57m2 500,000,000.00 Prum Calysta Indah Singopuran Solo 1 4/5/2016 
104m2 /65m2 660,000,000.00 Solo Amanah Residence Pajang Surakarta 1 4/16/2016 
87m2 / 57m2 500,000,000.00 Jl. Singopuran Kartasura 1 4/19/2016 
125m2 / 100m2 850,000,000.00 Solo Timur, Jebres 1 4/20/2016 
100m2 / 80m2 750,000,000.00 Fjar Indah 2 Laweyan Solo 1 4/22/2016 
80m2 / 45m2 400,000,000.00 Kedu Regency Solo Baru 1 4/22/2016 
80m2 / 55m2 385,000,000.00 jebres 1 4/30/2016 
120m2 / 135m2 960,000,000.00 Grand Edelweis Jl. Adi Sumarmo 2 5/1/2016 
114m2 / 190m2 1,200,000,000.00 Sumber, Banjarsari, Solo 2 5/21/2016 
151m2 / 200m2 1,600,000,000.00 Banyuagung Banjarsari 2 7/1/2016 
148m2 / 140m2 1,525,000,000.00 Kleco, Karangasem 2 7/4/2016 
126m2 / 180m2 1,000,000,000.00 Banyuanyar 2 7/17/2017 
120m2 / 145m2 1,900,000,000.00 Jayengan Solo 2 7/30/2017 
117m2 / 82m2 635,000,000.00 Gentan, Purbayan Pajang 1 8/5/2017 
132m2 / 90m2 770,000,000.00 Banjarsari, Solo 1 8/19/2017 
125m2 / 180m2 1,500,000,000.00 Solo kota, Laweyan 2 8/23/2017 
160m2 / 230m2 1,900,000,000.00 Manahan, Solo 2 9/17/2017 
149m2 / 250m2 1,400,000,000.00 Laweyan 2 10/4/2017 
160m2 / 200m2 1,200,000,000.00 Banyuanyar 2 10/4/2017 
200m2 /120m2 1,950,000,000.00 Solobaru Sk 1 1 10/4/2017 
160m2 / 120m2 990,000,000.00 
Jl. Demak Bintoro III No 26A RT 04 RW 10 
Nusukan 
1 10/11/2017 
320m2 / 270m2 1,500,000,000.00 Karangasem Solo 1 11/10/2017 
288m2 / 320m2 3,000,000,000.00 Banjarsari, Solo 2 12/10/2017 
195 m2 / 340m2 2,500,000,000.00 Banjarsari, Solo 2 12/12/2017 
339m2 / 300m2 1,800,000,000.00 Mojolaban, Pasar Kliwon 1 3/1/2018 
277m2 / 300m2 1,750,000,000.00 Mkam Haji 2 3/1/2018 
120m2 / 360m2 2,100,000,000.00 Laweyan 2 4/10/2018 
200m2 / 300m2 2,250,000,000.00 Jagalan, Jebres 2 4/10/2018 
208m2 / 360m2 2,400,000,000.00 Banjarsari, Solo 2 4/16/2018 
338 m2 / 400 m2 4,000,000,000.00 Mojosongo 2 4/18/2018 
425m2 / 400 m2 4,200,000,000.00 Jayengan Serengan 1 4/30/2018 
389m2 / 450m2 3,500,000,000.00 Serengan 2 7/14/2018 
262m2 / 400m2 1,600,000,000.00 Banjarsari, Solo 2 9/21/2018 
275m2 / 435m2 3,300,000,000.00 Manahan, Solo 2 10/4/2018 
226m2 / 452m2 1,500,000,000.00 jebres 2 10/21/2018 
335m2 / 550m2 3,999,999,999.00 Sumber, Banjarsari, Solo 2 12/1/2018 
485m2 / 550m2 2,250,000,000.00 jebres 2 1/12/2018 
 
 
Dari data yang diperoleh dari laman lamudi.co.id 
dapat diketahui bahwa ukuran luasan properti, jumlah 
lantai, serta lokasi suatu properti menentukan nilai dari 
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property itu sendiri. Misalnya pada lokasi Fajar Indah,  
suatu property berupa rumah tinggal dengan luas tanah 
100m2 dan luas bangunan 80m2 dijual dengan harga Rp 
750.000.000, sedangkan di lokasi Banjarsari, property 
berupa rumah tinggal dengan luas tanah 100m2 dan luas 
bangunan 90m2 dijual dengan harga sebesar Rp 
665.000.000. Jenis property yang sama dengan lokasi 
berbeda dapat berpengaruh terhadap nilai jual suatu 
property. 
Data properti yang telah disajikan pada tabel diatas 
dissederhanakan dalam kelas - kelas interval dengan rumus 
sebagai berikut : 
a. Kelas Interval 
 
K = 1 + 3,33 Log n 
 
= 1 + 3,33 Log 38 
 
= 1 + 3,33 (1,6) 
 
= 1 + (5,28) 
 
= 6,28 
 
b. Panjang Interval 
 
Dari kelas tersebut ditentukan panjang interval pada 
tiap kelas menggunakan luas bangunan dengan 
perhitungan sebagai berikut : 
  
 
I = R / K 
 
= (550 - 45) 
 
6 
 
= 84.1 
 
Sehingga dapat dketahui bahwa berdasarkan data 
diatas apabila diklasifikasan memiliki 6 kelas 
interval dengan masing - masing kelas mempunyai 
panjang interval 84.1 untuk luas bangunan. Dari 
interval tersebut kemudian dibuat tabel distribusi 
frekuensi sebagai berikut : 
Tabel 3.2 
Distribusi Frekuensi Harga Properti di Soloraya 
Tahun 2016 - 2018 
 
 
Berdasarkan data tersebut kemudian dihitung nilai variannya untuk 
mengetahui ukuran keragaman data. Dari jumlah varian kemudian 
dihitung standar deviasinya untuk mengukur ukuran risiko. berikut 
adalah perhitungan statistik varian dan standar deviasi dengan 
meggunakan data yang telah diperoleh seperti pada tabel 3.2 diatas. 
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Berdasarkan tabel 3.2 diatas satuan pengukuran yang digunakan 
menggunakan luas bangunan yang telah dikelompokkan menjadi 6 
kelas dengan frekuensi yang berbeda – beda. Frekuensi pertama 
yang digunakan adalah frekuensi atau jumlah dari kelas interval 
luas bangunan, sedangkan pada f2 atau frekuensi kedua adalah 
frekuensi dari kelas interval harga pada luas bangunan yang telah 
ditentukan. Nilai x1 merupakan nilai tengah daripada interval harga 
kelas pertama, x2 merupakan nilai tengah dari interval harga kelas 
kedua, dan seterusnya. Kemudian dari data tersebut diketahui 
varian data berikut ini : 
 
 
 
S2 = 
 
 
 
 
 
 
S2 = 87.551.908 – (50.250)2 
  38  
37 
 
= 87.551.908 – 66.449 
37 
 
= 570.349 
 
Varian dari data harga properti rumah hunian di Soloraya 
dengan menggunakan 38 data harga properti beserta luasannya 
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adalah 570.349 juta. Sedangkan untuk standar deviasi dari data 
yang diperoleh tersebut adalah sebagai berikut : 
S = √570.349 
 
= 755,21 
 
Jadi, standar deviasi dari data harga properti perumahan dijual 
yang diperoleh dari laman lamudi.co.id/2019 sebesar 766,21 juta. 
Apabila standar deviasi menunjukan angka nol (0) maka harga 
properti yang dijual akan seragam (sama). Hal ini akan bertolak 
belakang dengan teori penentuan nilai tanah dan bangunan, dimana 
Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa nilai tanah maupun 
bangunan dipengaruhi oleh letak suatu properti, peruntukan, 
pemanfaatan, bahan bangunan yang digunakan, serta rekayasa dan 
kondisi dari lingkungan properti itu sendiri. Harga suatu properti 
tidak dapat disama ratakan apabila properti memiliki letak (lokasi) 
yang berbeda, luas properti yang berbeda, fasilitas yang tersedia, 
dan lain sebagainya. Misalnya : suatu properti akan memiliki nilai 
jual tinggi jika properti tersebut terletak di lokasi yang strategis, 
memiliki fasilitas yang memadai, serta kondisi lingkungan yang 
baik. Akan berbeda apabila properti berada di lingkungan yang 
kurang strategis, berada jauh dari pusat kesehatan, belanja, dan 
sebagainya, berada di lingkungan yang dekat dengan pabrik maka 
harga jual properti tersebut juga akan lebih rendah dengan properti 
pembanding yang pertama tersebut. 
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Semakin nilai deviasi menjauhi angka nol (0) maka harga 
properti semakin beragam, dapat lebih mahal dari harga wajar dan 
dapat lebih murah daripada harga wajarnya. Jika nilai standar 
deviasi semakin menjauhi angka nol (0) maka risiko membeli atau 
menjual properti tersebut semakin besar, dikarenakan harga 
properti dapat dijual melebihi harga wajar dan juga dapat berubah 
menjadi lebih murah dari harga wajar dengan siklus yang relatif 
singkat. 
2. Strategi yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten, Tbk Cabang Surakarta untuk mengelola risiko 
kredit pemilikan rumah (KPR) 
Untuk mengurangi tingkat risiko kredit KPR, Bank Bjb 
Surakarta menerapkan strategi diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. Reconditioning 
 
Dalam menurunkan angka Non Performing Loan (NPL) 
kredit KPR, Bank Bjb Surakarta menggunakan teknik 
Reconditioning, yaitu dengan mengubah persyaratan kredit 
(pinjaman) yang telah disepakati bersama sebelumnya. 
Contoh: nasabah kredit KPR Bank Bjb Surakarta yang 
memiliki tingkat kolektibilitas 3, 4, dan 5 dilakukan 
penundaan pembayaran serta penurunan bahkan 
pembebasan suku bunga pada pokok pinjamannya agar 
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nasabah yang macet dapat membayar kembali  
kewajibannya terhadap Bank Bjb Surakarta. 
b. Reschedulling 
 
Selain menggunakan teknik reconditioning, Bank Bjb 
Surakarta dalam mengurangi tingkat risiko kreditnya juga 
menggunakan teknik Reschedulling kredit atau dengan 
memperpanjang jangka waktu pinjaman debitur dari yang 
telah disepakati bersama sebelumnya. Debitur dengan 
tingkat kolektibilitas 3, 4, dan 5 yang kesulitan membayar 
kewajibannya kepada Bank Bjb Surakarta dilakukan 
perpanjangan jangka waktu kreditnya. Contoh : Debitur 
Bank Bjb Surakarta kolektibilitas 3, 4, dan 5 yang awalnya 
harus melunasi kewajibannya terhadap bank dalam jangka 
waktu 15 tahun diperpanjang menjadi 17 - 18 tahun. Contoh 
: debitur memiliki nilai outstanding kredit Rp 
100.000.000.00 dan jangka waktu pinjaman yang harus 
dibayarkan adalah 15 tahun, kemudian pada proses 
pembayaran kewajibannya debitur mengalami kemacetan 
pada kreditnya, sehingga dari Pihak Bank Bjb Surakarta 
melakukan kebijakan untuk memperpanjang jangka waktu 
pembayarannya dari yang hanya 15 tahun menjadi 16 tahun 
apabila masih macet diperpanjang kembali menjadi 17 
tahun   dan   sebagainya.   Hal   itu   dilakukan   agar debitur 
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merasa ringan untuk membayar kewajibannya kepada bank, 
dan kredit yang telah diberikan Bank Bjb Surakarta dapat 
dilunasi oleh debitur. 
c. Restructuring 
 
Untuk mengurangi angka NPL kredit KPR Bank Bjb 
Surakarta, bank juga teknik restructuring kredit yaitu 
dengan cara memberi tambahan dana kepada debitur. 
Adanya penambahan dana pada debitur ini dimakduskan 
untuk menurunkan angka NPL pada Bank Bjb Surakarta. 
Contoh : Bank Bjb Surakarta menyalurkan kredit kepada 
debitur dengan total kredit yang disalurkan sebesar Rp 
1.000.000.000.00 dengan nilai risiko kredit sebesar Rp 
100.000.000.00. Dari data tersebut kemudian diperoleh  
NPL sebesar 10%. Untuk menurunkan angka NPL tersebut 
Bank Bjb Surakarta kemudian menambah jumlah 
penyaluran kreditnya menjadi Rp 10.000.000.000.00 
dimana sebesar Rp 9.000.000.000.00 diberikan pada 
nasabah dengan kolektibilitas 3, 4, dan 5. Sehingga dengan 
seperti itu diperoleh: 
NPL = Rp 10.000.000.000.00 / Rp 100.000.000.00 x 100% 
 
= 1% 
 
Dengan seperti itu angka NPL Kredit KPR Bank Bjb 
Surakarta akan menurun menjadi 1%. 
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d. Cessie 
 
Selain menggunakan teknik reconditioning, rescheduling, 
dan restructuring, Bank Bjb juga menggunakan Chessie 
atau pengalihan piutang oleh pihak ketiga. Dimana Chessor 
akan mengambil alih piutang debitur yang mengalami  
kredit macet dengan menjual property rumah yang telah 
dijaminkannya debitur kemudian dijual kembali kepada 
orang lain oleh Chessor. Bank Bjb Surakarta mulai 
menggunakan teknik cessie pada tahun 2017 yang dimana 
objek propertinya berada di Kabupaten Karanganyar. 
e. Lelang 
 
Dalam menangani kredit bermasalah khususnya pada kredit 
KPR Bank Bjb Surakarta, Lelang merupakan pilihan 
terakhir untuk mengurangi tingkat risiko kredit KPR nya. 
Apabila setelah dilakukan proses reconditioning, 
rescheduling, dan restructuring debitur masih belum 
mampu melunasi kewajibannya baru dilakukan proses 
pelelangan jaminan yang dijaminkan debitur pada 
kesepakatan atau perjanjian kredit yang telah disepakati 
bersama diawal melalui Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN). Bahkan sebelum agunan dilelang bank 
masih mengupayakan untuk dilakukan Chessie atau 
pengallihan piutng oleh pihak ketiga, Bank Bjb Surakarta 
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disini mengupayakan sebisa mungkin agar agunan debitur 
tidak dilelang untuk membayar sisa kewajibannya pada 
bank. Proses lelang juga dilakukan oleh Bank Bjb Surakarta 
apabila dari pihak debitur (penjual) dengan pembeli agunan 
sudah tidak berkenan untuk bertemu, sehingga baru 
dilakukan proses lelang agunan (jaminan) oleh Bank Bjb 
Surakarta. 
Tabel 3.1 
Data Realisasi Kredit KPR pada PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten KC Surakarta (2016 - 2018) 
Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realisasi kredit KPR pada Bank Bjb Surakarta mengalami 
peningkatan sebesar 31% atau sebesar 3.659.000.00 pada tahun 
2017. Adanya peningkatan outstanding kredit ini disebabkan 
karena adanya penambahan outstanding kredit pada debitur dengan 
Realisasi Kredit KPR PT. Bank 
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Jawa Barat dan Banten Tbk KC 
Surakarta 
 
 
tingkat kolektibilitas 3, 4, dan 5 sehingga pada tahun 2017 terjadi 
peningkatan jumlah kredit yang disalurkan. Sedangkan pada tahun 
2018 terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan dikarenakan 
terjadi pelunasan piutang oleh beberapa debitur dengan 
kolektibilitas 3, 4, 5. 
Tabel 3.2 
Data Non Performing Loan (NPL) KPR 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, 
Tbk KC Surakarta (2016 - 2018) 
Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten 
 
 
 
Dari sajian data Non Performing Loan (NPL) Kredit KPR 
pada Bank Bjb Surakarta diatas diketahui bahwa pada tahun 2016 
Bank Bjb Surakarta memiliki tingkat risiko kredit KPR sebesar 
9,30% dimana angkat tersebut tergolong relatif tinggi dibanding 
dengan kredit lain yang dimiliki Bank Bjb Surakarta. Kemudian 
pada tahun 2017 angka NPL Kredit KPR Bank Bjb kembali 
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mengalami kenaikan menjadi 13.46% dari yang sebelumnya 
9,30%. Naiknya angka NPL ini karena debitur dengan kolektibilitas 
3, 4, 5 pada tahun 2017 mengalami rescheduling, dan restructuring 
kredit sehingga nilai kredit macet pada tahun 2016 menjadi 
terakumulasi di tahun 2017 yang menyebabkan tingkat NPL kredit 
Bank Bjb Surakarta menjadi naik. Kemudian pada tahun 2018 
angka NPL KPR kembali menurun menjadi 9.69% dikarenakan 
pada 2018 debitur dengan tingkat kolektibilitas 3, 4, 5 mulai ada 
yang melunasi kewajibannya terhadap bank sehingga angka NPL 
kredit KPR Bank Bjb Surakarta dapat menurun. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan data wawancara serta analisis data terkait harga 
properti dan risiko kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Surakarta atau Bank Bjb Surakarta, 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Harga suatu property berupa rumah tinggal dipengaruhi oleh; 
ukuran atau luas suatu property, jumlah lantai yang tersedia, serta 
lokasi dari property itu sendiri, semakin strategis letak property 
semakin tinggi harga jual properti itu sendiri. Meskipun suatu 
property memiliki luasan yang kecil namun berada di lokasi yang 
strategis harga jualnya juga akan tinggi. 
2. Standar deviasi digunakan untuk menilai seberapa jauh nilai pada 
setiap range terhadap rata – ratanya. Semakin besar nilai deviasi 
pada harga properti maka semakin tinggi variasi harga properti 
yang dijual oleh setiap pengembang. 
3. Tingginya angka Non Performing Loan Bank Bjb Surakarta pada 
tahun 2017 dapat juga dipengaruhi oleh tingginya harga properti 
hunian seperti rumah tinggal. Hal tersebut dikarenakan 
meningkatnya harga property berupa rumah tinggal diikuti dengan 
meningkatnya angka non performing loan pada produk kredit KPR 
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bank Bjb Surakarta. Tingginya angka Non Performing Loan yang 
mencerminkan tingginya risiko kredit Bank Bjb ini juga dapat 
dikarenakan kesalahan appraissal dalam menilai jaminan kredit 
calon debitur, sehingga setelah pencairan dana ternyata debitur 
mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya terhadap pihak 
bank tersebut. 
4. Untuk menurunkan risiko kredit pada produk KPR, Bank Bjb 
Surakarta menerapkan beberapa strategi diantaranya sebagai 
berikut; reconditioning, rescheduling, restructuring, pengalihan 
jaminan, serta lelang. Ketika terdapat debitur yang tidak dapat 
melunasi kewajibannya terhadap bank, khususnya pada debitur 
yang memiliki kolektibilitas 3, 4, 5 pihak Bank Bjb Surakarta 
pertama melakukan Reconditioning atau merubah persyaratan 
kredit pihak debitur dimana persyaratan tersebut dapat lebih 
meringankan debitur untuk melunasi kewajibannya pada bank. 
Setelah dilakukan reconditioning apabila masih bermasalah Bank 
akan akan menerapkan rescheduling kredit dengan cara penundaan 
pembayaran hutang atau perpanjangan masa pelunasan kredit. 
Apabila debitur masih kesulitan untuk membayar kewajibannya 
tersebut bank akan melakukan restructuring kredit dengan 
menambah dana pinjaman kembali kepada nasabah. Jika ketiga 
cara tersebut gagal untuk menurunkan risiko kredit bank, bank akan 
melakukan pengalihan piutang oleh chessor berdasarkan 
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kesepakatan dengan debitur. Apabila masih gagal, cara yang 
terakhir yang dilakukan Bank Bjb Surakarta yaitu dengan melelang 
jaminan debitur untuk menutup sisa kewajibannya terhadap bank. 
B. Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan penulis 
kepada Bank Bjb Surakarta untuk mengurangi risiko kredit KPR Bank Bjb 
Surakarta adalah sebagai berikut : 
1. Melakukan pengawasan secara rutin serta melakukan pembinaan 
terhadap debitur setelah kredit dicairkan, hal ini dimaksudkan agar 
pencairan kredit sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, 
penggunaan kredit sesuai dengan rencana atau tujuan kredit, 
surplus pada cashflow nasabah diharapkan benar - benar digunakan 
untuk membayar kembali kredit yang telah diberikan bank, 
sehingga dapat menghindari adanya risiko kredit yang tinggi. 
2. Melakukan analisis kredit yang lebih selektif dan teliti sesuai 
dengan prinsip perbankan yaitu kehati - hatian dalam perkreditan. 
dalam melakukan analisis kredit bank harus menerapkan prinsip 
kehati - hatian, khususnya dalam melakukan penialain jaminan dan 
kelayakan debitur untuk menerima kredit (pinjaman) dari bank. 
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